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ABSTRAK 
Agung Wahyu Pamungkas, 2010. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP 
KORBAN TINDAK PIDANA PERKOSAAN (Suatu Kajian Viktimologis) 
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
 
 Penulis melakukan kajian dan menjawab permasalahan mengenai 
perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perkosaan dan bentuk serta 
pelaksanaan perlindungan hukum terhadap korban tersebut. 
 Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum empiris yang bersifat 
deskriptif. Data penelitian ini meliputi data primer sebagai data utama dan data 
sekunder sebagai pendukung data primer. Lokasi penelitian di Lembaga 
Solidaritas Perempuan Untuk Kemanusiaan dan Hak Asasi Manusia (SPEK-
HAM). Teknik pengumpulan data yang digunakan melalui wawancara dengan 
pembimbing penelitian di SPEK-HAM dan para pendamping korban tindak 
pidana perkosaan, serta studi kepustakaan yang diperoleh dari peraturan 
perundang-undangan, jurnal penelitian, dan buku-buku yang terkait dengan 
masalah tersebut. Analisis data menggunakan analisis data kualitatif model 
interaktif.  
 Para penegak hukum menggunakan KUHP sebagai acuan dalam 
penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana perkosaan. Akan tetapi, KUHP 
hanya memuat ketentuan yang berlaku bagi pelaku saja, tidak memuat ketentuan 
yang berlaku bagi korban perkosaaan, sehingga perlu adanya aturan khusus  yang 
mencakup keduanya, baik pelaku maupun korban. Perlindungan terhadap anak 
yang menjadi korban perkosaan tidak diatur di dalam KUHP, tetapi di dalam 
Undang-undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, telah diatur 
tentang perlindungannya secara terperinci, begitu pula dengan penjatuhan pidana 
terhadap pelakunya. Bagi korban yang sudah dewasa, walaupun KUHP telah 
mengatur tentang tindak pidananya, tetapi ketentuan-ketentuan yang ada belum 
melindungi korban perkosaan itu sendiri. Ketentuan perlindungan terhadap korban 
perkosaan yang sudah dewasa dapat dijumpai di dalam Undang-undang No.23 
Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Di dalam 
undang-undang tersebut telah diatur perlindungan terhadap perkosaan di dalam 
lingkup rumah tangga (marital rape). Selain undang-undang di atas, perlu juga 
melihat Undang-undang No.13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan 
Korban dan Rancangan Undang-undang KUHP Tahun 2008 yang diharapkan 
dapat mengatur lebih jauh tentang perlindungan korban perkosaan.  
 Dari hasil penelitian, diperoleh data mengenai pelaksanaan dari 
perlindungan korban perkosaan. SPEK-HAM merupakan sebuah Lembaga 
Swadaya Masyarakat (LSM) yang terlibat langsung di dalam perlindungan 
tersebut. Adanya bantuan konseling dan pendampingan yang dilakukan terhadap 
korban perkosaan sangat berguna dalam memulihkan derita fisik maupun 
psikologi dari korban. Pelayanan yang diberikan, baik layanan medis, psikologis, 
dan pendampingan hukum sangat dibutuhkan korban, agar tetap tegar dalam 
menjalani kehidupannya. Dampak yang dialami korban perkosaan adalah dampak 
secara fisik, psikologis dan seksual, bahkan dapat berdampak secara ekonomi. 
Kata kunci : Hukum pidana, tindak pidana perkosaan, perlindungan 
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ABSTRACT 
 
Agung Wahyu Pamungkas, 2010. LEGAL PROTECTION OF CRIME 
VICTIMS of RAPE (Study of Viktimologis) Faculty of Law, Sebelas Maret 
Univercity. 
 
Authors conduct a study and answer the question of legal protection for 
victims of rape and crime and the implementation of legal protection for victims. 
These studies include the type of empirical legal research is descriptive. 
This research data includes primary data as the primary data and secondary 
data as supporting the primary data.Location of research at the Institute of 
Women's Solidarity for Humanity and Human Rights (SPEK-HAM). Data 
collection techniques used through interviews with research mentors in the SPEK-
HAM and the companion crime of rape victims, as well as literature study 
obtained from legislation, research journals, and books related to these 
issues. Data analysis using qualitative data analysis, interactive model. 
The law enforcement agencies use the Criminal Code as a reference in the 
imposition of criminal proceedings against perpetrators of the crime of 
rape. However, the Penal Code contains provisions that apply to principal only, do 
not contain any provisions that apply to victims of rape, so there is need for 
special rules that cover both the perpetrators and victims. Protection of children 
who are victims of rape can not be regulated in the Penal Code, but in Act No. 23 
Year 2002 about Children Protection, has set about the protection detail, as well as 
the imposition of criminal proceedings against perpetrators. For victims who are 
adults, although the Penal Code has set about the criminal acts, but the provisions 
are not protecting themselves rape victims. Conditions of protection of victims of 
adult rape can be found in the Law No. 23 Year 2004 on Elimination of Domestic 
Violence. In the law has stipulated the protection of rape in the household (marital 
rape). In addition to laws above, should also see Act No. 13 Year 2006 About the 
Protection of Witnesses and Victims and the draft Criminal Code Act of 2008 is 
expected to manage more about the protection of victims of rape. 
From the results of the study, obtained data on the implementation of the 
protection of victims of rape. SPEK-HAM is a non-governmental organizations 
(NGOs) directly involved in such protection. The help of counseling and 
assistance to victims of rape be very useful in restoring the physical and 
psychological suffering of the victims. Services provided, whether medical, 
psychological, and legal assistance is required the victim, to remain steadfast in 
living her life.Impacts experienced by rape victims is the impact of physical, 
psychological and sexual, can even affect the economy. 
 
Keywords: criminal law, criminal acts of rape, protection 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
Negara Indonesia merupakan negara dengan salah satu cirinya yaitu “a 
degree of civilization”, dimana tingkat peradaban negara yang diwujudkan dalam 
pembangunan nasional. Pembangunan Nasional bagi Indonesia merupakan 
pencerminan kehendak untuk terus menerus meningkatkan kesejahteraan dan 
kemakmuran rakyat Indonesia secara adil dan merata serta mengembangkan 
kehidupan masyarakat dan penyelenggaraan negara yang maju dan demokratis 
berdasarkan Pancasila, sebagai wujud pengamalan semua sila Pancasila secara 
serasi dan sebagai kesatuan yang utuh. Tujuan dari pembangunan tersebut 
diharapkan kualitas hidup masyarakat Indonesia dapat ditingkatkan. 
Pembangunan Nasional menghendaki adanya cara baru dan suasana baru yang 
sejalan dengan irama pembangunan misalnya perkembangan teknologi. Hal ini 
akan membawa konsekuensi pada perlunya ditinggalkan cara-cara lama yang 
sudah ketinggalan jaman dan tidak perlu dipertahankan lagi, sehingga 
pembangunan yang hanya berorientasi pada aspek fisik semata tidaklah cukup 
apabila tidak disertai dengan pembangunan pada aspek nonfisik, seperti 
perubahan pada cara berfikir dan bekerja. 
Pembangunan nasional dilaksanakan sebagai upaya untuk mewujudkan 
empat fungsi negara seperti yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang 
Dasar 1945 pada alinea IV yaitu “melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah 
darah Indonesia, mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan 
bangsa serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian 
abadi dan keadilan sosial”. Keempat hal tersebut merupakan fungsi negara karena 
realisasinya dibebankan kepada pemerintah yang sedang berkuasa. Pemerintah 
yang berkuasa itu yang sering diidentikkan dengan wakil negara. Merekalah yang 
memiliki kewajiban dan tanggung jawab utama untuk merealisasikan keempat hal 
tersebut. 
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Pembangunan suatu bangsa tidak terlepas dari pihak luar yang ikut 
menentukan berhasil tidaknya suatu pembangunan. Masuknya teknologi dari luar  
ke Indonesia, disamping memberi kemajuan di bidang lahiriah, juga membawa 
bibit yang kurang cocok dengan bangsa Indonesia, yang apabila hal itu tidak 
disikapi dengan arif maka akan merusak bangsa kita, sehingga terjadi 
kemerosotan moral di kalangan warga masyarakat, khususnya di kalangan remaja 
dan pelajar. Kemajuan kehidupan ekonomi yang terlalu menekankan pada upaya 
pemenuhan berbagai keinginan material, telah menyebabkan sebagian warga 
masyarakat menjadi kaya dalam materi tetapi miskin dalam rohani. Selain itu, 
perkembangan teknologi juga berdampak terhadap peningkatan tindak pidana dan 
kenakalan remaja dan yang lebih parah lagi perilaku seks bebas (free sex) yang 
telah merebak pada generasi muda kita. 
Salah satu perbuatan pidana atau tindak pidana yang meresahkan 
masyarakat dan bukan merupakan tindak pidana baru namun hingga kini masih 
terjadi adalah tindak pidana kesusilaan. Akhir-akhir ini seperti kita ketahui baik 
dari media cetak maupun elektronik, tindak pidana seperti itu kian marak terjadi di 
masyarakat. Misalnya, perkosaan dalam keluarga, pencabulan terhadap anak di 
bawah umur.  
Faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak tindak pidana tersebut 
misalnya faktor lingkungan, kejiwaan, dan arus globalisasi yang mengakibatkan 
adanya arus informasi yang bebas. Hal ini tidak terlepas dari perkembangan 
teknologi yang sangat pesat. Pengaruh TV atau internet dapat mengikis moral, 
sehingga orang akan meniru untuk berbuat hal-hal yang dilihatnya di TV atau di 
internet itu. Orang akan melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, 
misalnya melakukan tindak pidana perkosaan. Kemungkinan besar perempuan 
dan anak-anak yang sangat dirugikan karena tindak pidana perkosaan. 
Untuk itu, diperlukan peranan hukum sebagai sarana perubahan sosial 
yang diciptakan guna menggerakkan masyarakat agar bertingkah laku sesuai 
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dengan irama dan tuntutan pembangunan dalam segala aspek kehidupannya. 
Mengenai hal ini, Mochtar Kusumaatmadja berpendapat bahwa:  
Di Indonesia, fungsi hukum dalam pembangunan adalah sebagai sarana 
pembaharuan masyarakat. Hal ini didasarkan pada anggapan, bahwa adanya 
ketertiban dalam pembangunan merupakan suatu yang dipandang penting dan 
diperlukan. Di samping itu, hukum sebagai tata kaidah dapat berfungsi sebagai 
sarana untuk menyalurkan arah kegiatan-kegiatan warga masyarakat ke tujuan 
yang dikehendaki oleh perubahan terencana itu (Mochtar Kusumaatmadja, 
1975:5). 
Salah satu cabang hukum yang diterapkan di Indonesia adalah hukum 
pidana, dimana hukum pidana merupakan bagian dari keseluruhan hukum yang 
berlaku di suatu negara, yang menjadi dasar-dasar dan aturan-aturan untuk (Barda 
Nawawi Arief, 1996:7):  
1. Menentukan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, 
dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi yang 
melanggar larangan tersebut; 
2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah 
melanggar larangan itu dapat dikenakan pidana sebagaimana yang telah 
diancamkan; dan 
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat 
dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan 
itu. 
Hal-hal yang diatur hukum pidana adalah perbuatan-perbuatan pidana 
yang menurut wujud dan sifatnya bertentangan dengan tata tertib atau aturan yang 
dikehendaki oleh hukum, yaitu perbuatan melawan atau melanggar hukum. 
Tegasnya perbuatan tersebut merugikan masyarakat, dalam arti bertentangan 
dengan atau menghambat terlaksananya ketertiban dalam pergaulan masyarakat 
yang baik dan adil. 
Dalam rangka mengantisipasi semakin bertambahnya tindak pidana 
perkosaan, maka dapat dilakukan dengan cara memfungsikan instrumen hukum  
pidana secara lebih efektif melalui penegakan hukum dengan cara mengupayakan 
penanggulangan terhadap perilaku yang melanggar hukum yang bersifat preventif 
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dan represif, seperti tujuan pemidanaan yang tercantum dalam Pasal 54 
Rancangan KUHP tahun 2008 yaitu: 
1. Untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan penegakan norma 
hukum demi pengayoman negara dan masyarakat; 
2. Untuk memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan 
membimbing agar terpidana insyaf  dan menjadikannya anggota 
masyarakat yang berbudi dan berguna; 
3. Untuk menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, 
memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa aman dalam 
masyarakat; dan 
4. Membebaskan rasa bersalah terpidana (Draft RUU KUHP 2008). 
Berdasarkan tujuan pemidanaan di atas pada dasarnya penjatuhan pidana 
bukan semata-mata sebagai suatu bentuk pembalasan dendam melainkan untuk 
memberikan bimbingan dan pengayoman kepada terpidana. Dalam menjatuhkan 
putusan pemidanaan terhadap tindak pidana perkosaan, maka hakim seharusnya 
juga memperhatikan akibat-akibat yang timbul dari adanya suatu tindak pidana 
perkosaan baik dari aspek fisik maupun psikis dari korban perkosaan sehingga 
dalam hal menjatuhkan putusan pemidanaan dapat diperoleh suatu putusan yang 
dapat memuaskan rasa keadilan bagi korban dan masyarakat. 
Viktimologi sebagai cabang ilmu yang mempelajari tentang korban, saat 
ini sangat diperlukan sekali untuk menelaah lebih lanjut tentang hak-hak korban 
dalam suatu tindak pidana, terutama tindak pidana yang akan diangkat oleh 
penulis adalah tindak pidana perkosaan. Selain itu, digunakannya hukum pidana 
di Indonesia sebagai sarana untuk menanggulangi tindak pidana nampaknya tidak 
menjadi persoalan. Hal ini terlihat dari praktek perundang-undangan selama ini 
yang menunjukkan bahwa penggunaan hukum pidana merupakan bagian dari 
kebijakan atau politik hukum yang dianut di Indonesia. Penggunaan hukum 
pidana dianggap sebagai hal yang wajar dan normal, seolah-olah penerapannya 
tidak lagi dipersoalkan. 
Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan suatu 
penulisan hukum dengan judul : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP 
KORBAN TINDAK PIDANA PERKOSAAN (Suatu Kajian Viktimologis) 
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B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian di atas agar tujuan dan arah penulisan ini tidak 
menyimpang dari pokok pembahasan, penulis mengemukakan perumusan 
masalah yang akan dibahas, adapun perumusan masalah sebagai berikut : 
1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perkosaan 
dalam Perundang-undangan di Indonesia? 
2. Bagaimana bentuk dan pelaksanaan perlindungan hukum terhadap korban 
tindak pidana perkosaan? 
C. Tujuan Penelitian 
Setiap penelitian pasti memiliki perumusan tujuan penelitian. Hal ini 
merupakan target yang ingin dicapai sehingga solusi dari masalah yang 
dirumuskan (tujuan obyektif) maupun untuk memenuhi tujuan kebutuhan 
perorangan (tujuan subyektif). Selain itu, sebuah penelitian akan mempunyai nilai 
jika mengandung tujuan positif yang bermanfaat. 
Secara garis besar tujuan penelitian dapat dikelompokkan menjadi dua 
macam, yaitu  : 
1. Tujuan Objektif 
a. Untuk mengetahui bagaimanakah perlindungan hukum terhadap korban 
tindak pidana perkosaan dalam perundang-undangan di Indonesia; dan 
b. Untuk mengetahui bentuk dan pelaksanaan perlindungan hukum terhadap 
korban tindak pidana perkosaan. 
 xviii 
2. Tujuan Subjektif 
a. Untuk menambah dan memperdalam pengetahuan dibidang hukum bagi 
penulis; 
b. Untuk menambah wawasan dan memperluas pemahaman akan arti 
pentingnya ilmu hukum dalam teori dan praktek; dan 
c. Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam menyusun skripsi sebagai 
syarat yang harus dipenuhi untuk memperoleh gelar kesarjanaan dibidang 
ilmu hukum di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.  
D. Manfaat Penelitian 
Dalam suatu penelitian tentunya sangat diharapkan adanya manfaat dan 
kegunaan yang diambil dari penelitian tersebut. Adapun manfaat yang diharapkan 
dari adanya penelitian ini adalah : 
1. Manfaat Teoritis : 
a. Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran atas permasalahan 
hukum pada umumnya dan hukum pidana pada khususnya; dan 
b. Diharapkan dapat menambah bahan referensi dibidang karya ilmiah serta 
bahan masukan bagi penelitian sejenis di masa yang akan datang. 
2. Manfaat Praktis : 
a. Untuk memberikan jawaban atas permasalahan yang diteliti; dan 
b. Untuk lebih mengembangkan penalaran, membentuk pola pemikiran yang 
dinamis sekaligus untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan 
ilmu yang diperoleh selama mengikuti pendidikan di Fakultas Hukum 
Universitas Sebelas Meret Surakarta. 
 
E. Metode Penelitian 
Suatu penulisan, dalam hal ini penulisan skripsi, dapat dikatakan sebagai 
suatu penelitian ilmiah jika dilakukan dengan menggunakan metodologi yang 
tepat. “Metodologi pada hakekatnya memberikan pedoman tentang cara-cara 
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seorang ilmuwan mempelajari, menganalisa, dan memahami lingkungan yang 
dihadapinya” (Soerjono Soekanto, 2006:6). 
Dalam penulisan hukum ini penulis menggunakan metode penelitian 
sebagai berikut;  
1. Jenis Penelitian 
Penelitian yang penulis gunakan dalam penulisan hukum ini adalah 
penelitian dengan jenis empiris yaitu suatu penelitian yang berusaha 
mengidentifikasi hukum yang terdapat dalam masyarakat dengan maksud 
mengetahui gejala lainnya (Soerjono Soekanto, 1986:10). Dalam  penelitian 
hukum ini penulis menjelaskan mengenai perlindungan hukum terhadap korban 
tindak pidana perkosaan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia 
dan bagaimana bentuk dan pelaksanaan perlindungan terhadap korban 
perkosaan. Penulis dalam hal ini melakukan penelitian di Solidaritas 
Perempuan untuk Kemanusiaan dan Hak Asasi Manusia (SPEK-HAM) yang 
berkaitan erat dengan permasalahan yang diangkat oleh penulis. 
2. Sifat Penelitian 
Penelitian ini bersifat deskriptif. Menurut Soerjono Soekanto, 
“Penelitian yang bersifat deskriptif adalah suatu penelitian yang memberikan 
data seteliti mungkin tentang manusia, keadaan, atau gejala lainnya, sehingga 
mempertegas hipotesa-hipotesa agar dapat membantu memperkuat teori atau 
dalam kerangka menyusun teori baru” (Soerjono Soekanto, 2007:10). 
3. Pendekatan Penelitian 
“Penelitian kualitatif adalah penelitian yang dilakukan dengan 
melakukan pengumpulan data berupa kata-kata, gambar-gambar, serta 
informasi verbal maupun normatif dan bukan dalam bentuk angka-angka” 
(Soerjono Soekanto, 1986:10). Pendekatan tersebutlah yang digunakan oleh 
penulis dalam penulisan hukum ini, yaitu dengan mendasarkan pada informasi 
dan data yang dinyatakan oleh narasumber baik secara lisan maupun tertulis. 
serta dengan mengamati perilaku yang nyata untuk kemudian dipelajari dan 
ditelaah. 
4. Lokasi Penelitian 
Untuk memperoleh data yang dibutuhkan oleh penulis dalam menyusun 
penelitian hukum ini, penulis mengadakan penelitian di SPEK-HAM yang 
beralamat di Griyan Baru No.107 perum Dosen UNS Baturan Surakarta. 
5. Jenis Data 
Dalam suatu penelitian, data yang digunakan dibedakan menjadi 2, 
yaitu data yang diperoleh dari narasumber, dan data yang diperoleh dari bahan 
pustaka. “Data pertama disebut dengan data primer atau data dasar (primary 
data), dan data yang kedua dinamakan sebagai data sekunder (secondary 
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data)” (Soerjono Soekanto, 1986:12). Jenis data yang penulis gunakan dalam 
penelitian hukum ini adalah: 
a. Data Primer 
Data primer adalah keterangan, info, fakta yang diperoleh dari 
narasumber melalui wawancara maupun dari fakta yang diamati secara 
langsung di lapangan. Dalam penelitian ini penulis mengambil data primer 
dari SPEK-HAM terkait dengan permasalahan yang diangkat. 
b. Data Sekunder 
Data ini adalah keterangan, informasi dan fakta yang diperoleh 
bukan secara langsung dari narasumber yang ada di lapangan melainkan dari 
studi kepustakaan yaitu dari tulisan ilmiah, sumber tertulis, buku, arsip, 
majalah, literatur, peraturan perundang-undangan dan sebagainya. Yang 
tentunya mempunyai relevansi dengan topik yang akan penulis bahas pada 
penelitian hukum ini, untuk kemudian akan penulis telaah dan kaji lebih 
lanjut. 
6. Sumber Data 
“Sumber data adalah tempat ditemukannya data yang akan digunakan 
dalam suatu penelitian hukum. Dalam memecahkan suatu isu hukum dan 
sekaligus memberikan preskripsi mengenai bagaimana seyogyanya, diperlukan 
sumber-sumber penelitian” (Peter Mahmud Marzuki, 2008:14). Penulis dalam 
penelitian ini  menggunakan  beberapa sumber data, antara lain:   
a. Sumber Data Primer 
Sumber data primer yang sangat menunjang dalam penulisan hukum 
ini adalah sumber data primer yang diperoleh secara langsung dari lapangan. 
Yang terdiri dari keterangan maupun data yang diperoleh dari SPEK-HAM. 
b. Sumber Data Sekunder 
Sumber data sekunder merupakan  sumber data yang diperoleh 
bukan secara langsung oleh narasumber di lapangan. Dalam prakteknya 
sumber data sekunder adalah data dari kepustakaan, yang sifatnya dapat 
mendukung data primer, yang terdiri dari: 
1) Bahan Hukum Primer, meliputi: 
a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP); 
b) Undang-undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak; 
c) Undang-undang No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan 
dalam Rumah Tangga. 
d) Undang-undang No.13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan 
Korban; dan 
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e) Rancangan Undang-undang Kitab Undang-undang Hukum Pidana 
2008 (RUU KUHP 2008). 
2) Bahan Hukum Sekunder, meliputi: 
a) Buku-buku yang berkaitan dengan topik yang penulis angkat, dalam 
hal ini buku yang banyak memuat topik tersebut adalah buku-buku 
hukum; 
b) Jurnal penelitian para sarjana dan kaum cendekiawan; 
c) Literatur dan hasil penelitian. 
3) Bahan Hukum Tersier, adalah “bahan yang member petunjuk atau 
penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Ini biasanya 
diperoleh dari media internet, kamus ensiklopedi, dan lain sebagainya” 
(Soerjono Soekanto, 2001:113). 
7. Teknik Pengumpulan Data 
“Teknik pengolahan data adalah bagaimana caranya mengolah data 
yang berhasil dikumpulkan untuk memungkinkan peneliti yang bersangkutan 
melakukan analisa yang sebaik-baiknya”(Soejono dan Abdurrahman, 2003:46). 
Dalam penulisan hukum ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data 
sebagai berikut: 
a. Studi Lapangan 
Studi lapangan adalah pengumpulan data dengan cara penelitian 
untuk mendapatkan data yang diperlukan, dimana peneliti menggunakan 
teknik wawancara. Wawancara dipandang sebagai teknik pengumpulan data 
dengan jalan tanya jawab sepihak yang dikerjakan dengan sistematis dan 
berlandaskan kepada tujuan penyelidikan. Wawancara digunakan untuk 
memperoleh informasi tentang hal-hal yang tidak dapat diperoleh lewat 
pengamatan (Burhan Asofa, 2004:59). 
b. Studi Pustaka 
Penulis melakukan studi pustaka dengan membaca dan mempelajari 
segala bahan seperti buku, majalah, literatur, tulisan ilmiah, undang-undang, 
internet dan lain sebagaianya, yang terdiri dari data di bidang ilmu hukum 
yang mempunyai relevansi dengan topik mengenai perlindungan hukum 
terhadap korban tindak pidana perkosaan yang penulis angkat. 
8. Teknik Analisis Data 
“Analisis data merupakan proses pengorganisasian dan pengurutan data 
dalam pola, kategori, dan uraian dasar, sehingga akan diketemukan tema dan 
dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data” (Lexy 
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J.Maleong, 2002:103). Teknik penulisan yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah model analisis  interaktif, yaitu model analisis dalam penelitian 
kualitatif yang terdiri dari tiga komponen analisis yang dilakukan dengan cara 
interaksi, baik antara komponennya, maupun dengan proses pengumpulkan 
data, dalam proses yang berbentuk siklus. Dalam teknik analisis ini penulis 
bergerak dalam tiga komponen analisis, selama pengumpulan data 
berlangsung, hingga saat pengumpulan data selesai, maka peneliti bergerak di 
antara tiga komponen analisis tersebut, hingga waktu yang tersisa bagi 
penelitian berakhir sudah. Dimana model analisis interaktif tersebut dapat 
digambarkan sebagai berikut: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 1. 
Komponen-komponen Analisis Model Interaktif 
(H. B. Sutopo. 2002. Metodologi Penelitian Kualitatif) 
 Keterangan : 
a) Reduksi Data 
Proses ini berlangsung sejak awal penelitian dan pada saat 
pengumpulan data berlangsung. Reduksi data ini dilakukan dengan 
membuat singkatan, memusatkan tema, menuliskan memo, dan 
menentukan batas-batas permasalahan. Proses seleksi, pemfokusan, 
dan penyerdahanaan dan abstraksi data dan transformasi data kasar 
yang muncul dari catatan tulis di lapangan. Proses reduksi data 
dilakukan hingga penelitian dan penulisan hukum ini berakhir. 
Pengumpulan Data 
Reduksi data  
Penarikan Kesimpulan/
Verifikasi 
 
Sajian Data 
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b) Penyajian Data  
Merupakan suatu rangkaian informasi deskripsi yang dibuat 
dalam bentuk suatu pemaparan atau narasi  hingga memungkinkan 
dibuatnya suatu kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan. 
c) Penarikan Kesimpulan  
”Kesimpulan merupakan sebagian dari suatu kegiatan 
konfigurasi yang utuh. Kesimpulan-kesimpulan diverifikasi selama 
penelitian berlangsung” (Mathew B. Miles dan A. Bichael 
Huberman dalam Tjejep Rohendi, 1992:19). Dengan menggunakan 
model analisis data kualitatif maka akan didapat gambaran yang 
lengkap dan menyeluruh terhadap keadaan yang nyata sesuai 
dengan penelitian. 
d) Langkah-langkah yang digunakan penulis dalam mengolah data : 
(i) Melakukan pengumpulan data, baik berupa data primer, 
sekunder, maupun tersier dengan mengadakan observasi sacara 
langsung ke lapangan maupun melalui bahan kepustakaan dan 
lain sebagainya; 
(ii) Data yang telah terkumpul disajikan dalam bentuk sajian data 
yang masih merupakan data yang sifatnya masih dapat 
berubah; 
(iii) Data yang tidak disajikan, dibuang sementara namun tetap 
ditampung dalam reduksi data. 
(iv) Dari data yang telah terkumpul dapat dibuat hipotesa yang 
selanjutnya akan memudahkan untuk menarik sebuah 
kesimpulan dari apa yang telah dibahas sebelumnya dan  
dikuatkannya hipotesa yang ada dengan adanya data yang 
terkumpul; 
(v) Apabila sebelum menarik kesimpulan dirasa ada yang kurang 
dengan data yang disajikan, maka maka dari penyajian data 
dapat dilengkapi dengan data yang telah ada dengan menengok 
kembali data yang ada di reduksi data; 
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(vi) Setelah selesai pengkajian ulang terhadap semua data maka 
ditarik kesimpulan; 
(vii) Apabila setelah ditarik kesimpulan tetap dirasa ada yang 
kurang dengan data, maka dapat kembali menilik data yang 
ada di reduksi data ataupun kembali menengok ke data awal; 
dan 
(viii) Semua proses ini dimaksudkan agar dalam menyajikan data 
dan menarik kesimpulan, tidak ada data yang tertinggal, 
sehingga penelitian bersifat akurat. 
 
F. Sistematika Penulisan 
Sistematika penulisan hukum semata-mata disajikan untuk memberikan 
gambaran yang menyeluruh mengenai sistematika penulisan hukum sebagai karya 
ilmiah yang disesuaikan dengan kaidah baku penulisan suatu karya ilmiah. 
Adapun penulisan hukum (skripsi) ini terdiri dari: 
BAB I :   PENDAHULUAN 
Dalam bab ini, Penulis mengemukakan gambaran umum mengenai  
penulisan hukum yang mencakup Latar belakang masalah, Perumusan 
masalah, Tujuan penelitian, Manfaat penelitian, Metode penelitian yang 
digunakan dan Sistematika penulisan hukum. 
BAB II :  TINJAUAN PUSTAKA 
A. Kerangka Teori 
Landasan teori tersebut meliputi tinjauan tentang Hukum Pidana dan 
Tujuan Pemidanaan, Tindak Pidana, tinjauan tentang Tindak pidana 
Kesusilaan, Tindak Pidana Perkosaan dan tinjauan tentang 
Viktimologi. 
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B. Kerangka Pemikiran 
Berisi alur pemikiran yang hendak ditempuh oleh Penulis, yang 
dituangkan dalam bentuk skema atau bagan. 
 
BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
Pada bab ini penulis mengungkapkan dan membahas hasil penelitian 
dari sumber data sekunder yang berupa Perlindungan Hukum terhadap 
Korban Tindak Pidana Perkosaan dalam perundang-undangan di 
Indonesia, Bentuk dan Pelaksanaan Perlindungan Hukum terhadap 
Korban Tindak Pidana Perkosaan. 
BAB IV : PENUTUP 
A. Simpulan 
Penulis menyimpulkan hasil penelitian dan pembahasan. 
B. Saran  
Penulis memberikan saran sebagai sarana evaluasi terutama terhadap 
temuan-temuan selama penelitian yang menurut hemat penulis 
memerlukan perbaikan. 
 
DAFTAR PUSTAKA 
LAMPIRAN 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
A. Kerangka Teori 
 
1. Tinjauan tentang Hukum Pidana 
a. Pengertian Hukum Pidana 
Hukum pidana atau The Criminal Law sering disebut sebagai hukum 
kriminil, karena persoalan yang dibicarakan dan yang diaturnya memang 
mengenai tindak pidana dan hal-hal yang bersangkut paut dengan tindak 
pidana akibat perilaku anggota masyarakat di dalam kehidupan 
bermasyarakat. Hukum pidana memiliki lebih dari satu pengertian. Ada 
beberapa definisi hukum pidana yang disampaikan oleh para ahli hukum 
pidana, antara lain: 
1) Wirjono Projodikoro 
Hukum pidana adalah peraturan hukum mengenai pidana. Kata 
“pidana” berarti hal yang dipidanakan, yaitu yang oleh instansi yang 
berkuasa dilimpahkan kepada seorang oknum sebagai hal yang tidak 
enak dirasakannya dan juga hal yang tidak sehari-hari dilimpahkan. 
Tentunya ada alasan untuk melimpahkan pidana ini selayaknya ada 
hubungan dengan suatu keadaan yang di dalamnya seorang oknum yang 
bersangkutan bertindak kurang baik. Maka unsur “hukuman” sebagai 
suatu pembalasan tersirat dalam kata “pidana” (Wirjono Prodjodikoro, 
1989:1). 
2) Moeljatno 
Hukum pidana adalah bagian daripada keseluruhan hukum yang 
berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan untuk : 
a) Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, 
yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa 
pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut. 
b) Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah 
melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana 
sebagaimana yang telah diancamkan.  
c) Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat 
dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar 
tersebut (Moeljatno, 2002:1). 
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3) Pompe 
“Hukum pidana adalah keseluruhan aturan ketentuan hukum 
mengenai perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum dan aturan 
pidananya” (Martiman Prodjohamidjojo, 1997:5). 
4) C. S. T. Kansil 
Hukum pidana ialah hukum yang mengatur tentang pelanggaran-
pelanggaran dan tindak pidana terhadap norma-norma hukum yang 
mengenai kepentingan umum. Adapun yang termasuk dalam pengertian 
kepentingan umum yaitu :  
a) Badan peraturan perundang-undangan negara, seperti Negara, 
Lembaga-lembaga Negara, Pejabat Negara, Pegawai Negeri, Undang-
undang, peraturan pemerintah, dan sebagainya. 
b) Kepentingan hukum tiap manusia, jiwa, raga atau tubuh, 
kemerdekaan, kehormatan, dan hak milik atau harta benda (C. S. T. 
Kansil, 1983:242). 
5) Van Hamel 
“Hukum pidana adalah semua dasar-dasar dan aturan-aturan yang 
dianut oleh suatu negara dalam menyelenggarakan ketertiban hukum 
(rechtsorde) yaitu dengan melarang apa yang bertentangan dengan 
hukum dan mengenakan suatu nestapa kepada yang melanggar larangan-
larangan tersebut” (Moeljatno, 2002:7-8). 
Dari beberapa definisi diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa 
ada tiga masalah pokok di dalam pengertian hukum pidana yaitu: 
a) Adanya perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana; 
b) Adanya pertanggungjawaban pidana; dan 
c) Adanya sanksi berupa pidana dan perbuatan (Moeljatno, 2002:8). 
b. Pembagian Hukum Pidana 
Banyaknya literatur yang membahas tentang hukum pidana, maka 
penulis mengutip dari buku karangan Sudarto, dimana hukum pidana dapat 
dibagi sebagai berikut: 
1) Hukum Pidana Objektif (Ius Poenale) ialah semua peraturan yang 
mengandung keharusan atau larangan, terhadap pelanggaran mana 
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diancam dengan hukuman yang bersifat siksaan. Hukum pidana objektif 
dibagi dalam hukum pidana materiil dan hukum pidana formil. 
a) Hukum Pidana Materiil berisi tentang peraturan yang menjelaskan apa 
yang dapat dihukum, siapa yang dapat dihukum dan bagaimana orang 
dapat dihukum, yang terbagi lagi menjadi : 
(1)   Hukum Pidana Umum yaitu hukum pidana yang berlaku terhadap 
setiap penduduk (berlaku untuk siapapun yang berada di wilayah 
Indonesia), kecuali anggota tentara; dan 
(2)   Hukum Pidana Khusus ialah hukum pidana yang berlaku khusus 
untuk orang-orang tertentu. 
b) Hukum Pidana Formal ialah hukum pidana yang mengatur cara-cara 
menghukum seseorang yang melanggar peraturan pidana, sehingga 
dapat dikatakan bahwa hukum pidana formal merupakan pelaksanaan 
Hukum Pidana Materiil atau memelihara hukum pidana materiil, 
karena isi dari hukum pidana formal ini yang berisi tentang cara-cara 
menghukum seseorang yang melanggar peraturan pidana, maka 
hukum dinamakan juga Hukum Acara Pidana. 
2) Hukum Pidana Subjektif (Ius Puniendi) dalam arti luas adalah hak dari 
negara atau alat-alat perlengkapan negara untuk mengenakan atau 
mengancam pidana terhadap perbuatan, sedangkan dalam arti sempit 
yaitu hak untuk menuntut perkara-perkara pidana, menjatuhkan dan 
melaksanakan pidana terhadap orang yang melakukan perbuatan yang 
dilarang. Hak ini dilakukan oleh badan-badan peradilan (Sudarto, 
1990:10). 
c. Fungsi Hukum Pidana 
Fungsi hukum pidana dapat dibedakan 2 (dua) fungsi, antara lain ialah: 
1) Fungsi hukum pidana secara umum untuk mengatur dan 
menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat agar dapat tercipta dan 
terpeliharanya kepentingan umum.  
2) Fungsi hukum pidana secara khusus mempunyai tiga fungsi yaitu : 
a) Melindungi kepentingan umum dari perbuatan-perbuatan yang 
menyerang atau memperkosa kepentingan umum tersebut. 
Kepentingan hukum yang harus dilindungi dalam fungsi pertama 
hukum pidana adalah: 
(1)   Kepentingan hukum perseorangan (individuaie belangen) yaitu 
kepentingan hukum seseorang sebagai subyek hukum secara 
pribadi misal kepentingan hukum terhadap hak hidup (nyawa), 
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kepentingan hukum atas tubuh, kepentingan hukum atas hak milik 
benda, kepentingan hukum atas harga diri dan nama baik, 
kepentingan hukum terhadap rasa susila dan lain sebagainya; 
(2)   Kepentingan hukum masyarakat (sociale of maatschappelijke  
belangen), contohnya yaitu kepentingan hukum terhadap 
keamanan dan ketertiban umum, ketertiban berlalu lintas di jalan 
raya, dan lain sebagainya; dan 
(3)   Kepentingan hukum negara (staats belangen), misalnya 
kepentingan hukum terhadap keamanan dan keselamatan negara, 
kepentingan hukum terhadap negara-negara sahabat, kepentingan 
hukum terhadap martabat kepala negara dan wakilnya, dan lain 
sebagainya. 
b) Memberi dasar legitimasi bagi negara dalam rangka negara 
menjalankan fungsi mempertahankan kepentingan hukum yang 
dilindungi, fungsi kedua dari hukum pidana sebagai hukum publik ini 
yaitu menegakkan dan melindungi kepentingan hukum yang 
dilindungi oleh hukum pidana tadi dengan sebaik-baiknya, fungsi ini 
terutama terdapat dalam hukum acara pidana yang telah 
dikodifikasikan dengan apa yang disebut Kitab Undang-Undang 
Hukum Acara Pidana yakni Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 
yaitu mengatur tentang apa yang dapat dilakukan negara dan 
bagaimana cara negara mempertahankan kepentingan hukum yang 
dilindungi oleh hukum pidana. 
c) Mengatur dan membatasi kekuasaan negara dalam rangka negara 
menjalankan fungsi mempertahankan kepentingan hukum yang 
dilindungi. Fungsi yang ketiga ini adalah fungsi dari hukum pidana 
yang membatasi negara dalam melaksanakan fungsi kedua dari hukum 
pidana tadi, yaitu membatasi keuangan negara agar negara sendiri 
tidak sewenang-wenang dalam menjalankan kekuasaan untuk 
mempertahankan kepentingan hukum. 
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Dari ketiga fungsi tersebut dapat kita lihat bahwa hukum pidana 
layaknya pedang bermata dua. Di satu sisi memberi perlindungan dan di 
sisi lain merampas hak-hak hukum manusia. 
d. Teori-teori dalam Pemidanaan 
Pidana (hukuman) ialah perasaan tidak enak (penderitaan sengsara) 
yang dijatuhkan oleh hakim dengan vonis kepada orang yang melanggar 
undang-undang hukum pidana. Tujuan dari pemidanaan, yaitu: 
1) Berdasarkan  pepatah kuno ada yang berpendapat bahwa hukuman adalah 
suatu pembalasan; 
2) Bahwa hukuman harus dapat memberikan  rasa takut agar orang tidak 
melakukan tindak pidana; 
3) Bahwa maksud hukuman itu hanya akan memperbaiki orang yang telah 
melakukan tindak pidana; dan 
4) Bahwa dasar daripada hukuman ialah mempertahankan tata tertib 
kehidupan bersama(R. Sugandhi, 1980:12). 
Menurut Laden Marpaung, pemidanaan mempunyai beberapa teori 
yang mengemukakan mengapa suatu tindak pidana dikenakan suatu pidana,  
yaitu: 
1) Teori absolut atau teori pembalasan (Vergeldingstheorie) 
Menurut teori ini, pemidanaan dujatuhkan sebagai pembalasan terdapat 
para pelaku karena telah melakukan tindak pidana yang mengakibatkan 
kesengsaraan terhadap orang lain atau anggota masyarakat. 
2) Teori relatif (Doeltheorie) 
Teori ini dilandasi oleh tujuan (doel) sebagai berikut: 
a) Menjerakan 
Adanya pemidanaan, diharapkan si pelaku atau terpidana menjadi jera 
dan tidak mengulangi lagi perbuatannya serta masyarakat umum 
mengetahui bahwa jika melakukan perbuatan sebagaimana dilakukan 
terpidana, mereka akan mengalami hukuman yang serupa.  
b) Memperbaiki pribadi terpidana 
Berdasarkan perlakuan dan pendidikan yang diberikan selama 
menjalani hukuman, terpidana merasa menyesal, sehingga ia tidak 
akan mengulangi perbuatannya dan kembali kepada masyarakat 
sebagai orang yang baik dan berguna. 
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c) Membinasakan atau membuat terpudana tidak berdaya 
Membinasakan berarti menjatuhkan hukuman mati, sedangkan 
membuat terpidana tidak berdaya dilakukan dengan menjatuhkan 
hukuman seumur hidup (Laden Marpaung, 2005 : 5). 
Di dalam buku karangan Muladi dan Barda Nawawi Arief, 
disebutkan teori-teori Pemidanaan (Dasar-dasar Pembenaran dan Tujuan 
Pidana), dimana pada umumnya dapat dibagi dalan dua kelompok teori, 
yaitu teori absolut atau teori pembalasan (retributive/vergeldingas 
theorieen) dan teori relatif atau teori tujuan (utilitarian/doeltheorien). 
1) Teori absolut atau teori pembalasan (retributive/vergeldingas theorieen) 
Menurut teori ini, pidana dijatuhkan semata-mata karena orang 
yang telah melakukan suatu tindak pidana (quia peccatum est). Pidana 
merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan 
kepada orang yang melakukan tindak pidana. Dasar pembenaran dari 
pidana terletak pada adanya atau terjadinya tindak pidana itu sendiri. 
Johan Andenaes berpendapat “bahwa tujuan utama dari pidana 
menurut teori absolut adalah untuk memuaskan tuntutan keadilan (to 
satisfy the claim of justice), sedangkan pengaruh yang menguntungkan 
adalah sekunder” (Muladi dan Barda Nawawi A, 1998:11). 
Tokoh lain penganut teori absolute adalah Hegel, yang 
berpendapat bahwa pidana merupakan keharusan logis sebagai 
konsekuensi dari adanya tindak pidana. Hegel juga berpendapat bahwa 
tindak pidana adalah pengingkaran terhadap ketertiban hukum negara 
yang merupakan perwujudan dari cita-susila, maka pidana merupakan 
“Negation der Negation” (peniadaan atau pengingkaran terhadap 
pengingkaran). 
Teori Hegel ini dikenal dengan “Quasi-mathematic”, yaitu 
(Muladi dan Barda Nawawi A, 1998:12): 
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a) Wrong being (crime) is the negation of right (tindak pidana atau 
kejahatan adalah peniadaan hak); dan 
b) Punishment is the negation of that negation (pidana adalah 
pengingkaran dari pengingkaran itu). 
Menurut Sudarto, sebenarnya sekarang sudah tidak ada lagi 
penganut ajaran pembalasan yang klasik, dalam arti bahwa pidana 
merupakan suatu keharusan demi keadilan belaka. Jika masih ada 
penganut teori pembalasan, mereka itu dikatakan sebagai penganut teori 
pembalasan yang modern, misalnya Van Bemmelen, Pompe, dan 
Enschede. 
Van Bemmelen menyatakan bahwa untuk hukum pidana pada 
dewasa ini, maka pencegahan main hakim sendiri (vermijding van 
eigenrichting) tetap merupakan fungsi yang penting sekali dalam 
penerapan hukum pidana, yakni memenuhi keinginan akan pembalasan 
(tegemoetkoming aan de vergeldingsbehoefte). Hanya saja penderitaan 
yang diakibatkan oleh pidana harus dibatasi dalam batas-batas yang 
paling sempit dan pidana harus menyumbang pada proses penyesuaian 
kembali terhukum pada kehidupan masyarakat sehari-hari dan disamping 
itu beratnya pidana tidak boleh melebihi kesalahan terdakwa. 
Pompe yang seumur hidupnya berpegang pada teori pembalasan 
menganggap pembalasan ini dalam arti positf dan konstruktif, serta 
bukan dalam arti tidak ada manfaatnya seperti dalam pandangan mereka 
yang anti pembalasan. 
CHR. J. Enschede menganggap pembalasan sebagai batas atas 
(bovengrens) dari beratnya pidana. Hanya saja dia berpendapat bahwa 
tidak perlu pembalasan dimana hal tersebut merupakan suatu tuntutan 
dan beratnya tindakan penguasa dalam lingkungan kebebasan individu 
ditentukan oleh tuntutan kemanfaatan di dalam batas-batas pembalasan. 
2) Teori relatif atau teori tujuan (utilitarian/doeltheorien) 
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Menurut teori ini, menjatuhkan pidana bukanlah untuk 
memuaskan tuntutan absolut dari keadilan. Pembalasan itu sendiri tidak 
mempunyai nilai, tetapi hanya sebagai sarana untuk melindungi 
kepentingan masyarakat, sehingga menurut J. Andenaes teori ini dapat 
disebut sebagai “teori perlindungan masyarakat” (the theory of social 
defence). 
Pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau 
pengimbalan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, 
tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat, sehingga teori 
ini sering juga disebut dengan teori tujuan (utilitarian theory). Dasar 
pembenaran adanya pidana menurut teori ini adalah terletak pada 
tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan karena orang melakukan tindak 
pidana melainkan supaya orang tidak melakukan tindak pidana. 
Mengenai tujuan pidana, untuk pencegahan kejahatan ini biasanya 
dibedakan antara istilah prevensi spesial (special deterece) dan prevensi 
general (general deterrence). 
a) Prevensi special dimaksudkan pengaruh pidana terhadap terpidana, 
sehingga pencegahan kejahatan itu ingin dicapai oleh pidana dengan 
mempengaruhi tingkah laku si terpidana untuk tidak melakukan tindak 
pidana lagi. Ini berarti pidana bertujuan agar si terpidana itu berubah 
menjadi orang yang lebih baik dan berguna bagi masyarakat. Teori 
tujuan pidana ini dikenal dengan sebutan Reformation atau 
Rehabilitation Theory. 
b) Prevensi general dimaksudkan pengaruh pidana terhadap masyarakat 
pada umumnya, artinya pencegahan tindak pidana itu ingin dicapai 
oleh pidana dengan mempengaruhi tingkah laku anggota masyarakat 
pada umumnya untuk tidak melakukan tindak pidana. 
Dalam perkembangannya, muncul teori pemidanaan gabungan, 
yaitu Teori Gabungan. Teori ini mendasarkan pidana sebagai pembalasan 
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dan mempertahankan tata tertib dalam masyarakat dan diterapkan dengan 
cara pembinaan dengan menitikberatkan pada salah satu unsur, tanpa 
menghilangkan unsur yang lain maupun menitik beratkan pada semua 
unsur yang ada. 
Teori ini berpendapat bahwa dasar pembenaran dari pemidanaan 
dengan menggabungkan antara tujuan pembalasan dan mempertahankan 
ketertiban masyarakat harus memiliki keseimbangan. Teori ini memiliki 
tiga pokok utama, yaitu: 
a) Teori gabungan yang menitikberatkan pada pembalasan tidak boleh 
melampaui batas, cukup untuk mempertahankan tata tertib 
masyarakat; 
b) Teori gabungan yang menitikberatkan pada pertahanan tata tertib 
masyarakat, tetapi tidak boleh lebih berat daripada suatu penderitaan 
yang diakibatkan perbuatan jahat tersebut; dan 
c) Teori gabungan yang bertujuan pembalasan dan mempertahankan 
ketertiban masyarakat. 
e. Jenis-Jenis Pidana 
Menurut Pasal 10 KUHP, jenis-jenis pidana, yaitu:  
1) Pidana Pokok, yang terdiri dari : 
a) Pidana Mati; 
b) Pidana Penjara; 
c) Pidana Kurungan; 
d) Denda; 
e) Pidana Tutupan (ditambahkan berdasarkan UU No. 20   Tahun 1946); 
dan 
2) Pidana Tambahan, yang terdiri dari : 
a) Pencabutan hak-hak tertentu; 
b) Perampasan barang-barang tertentu; dan 
c) Pengumuman putusan hakim (Moeljatno, 2003:10-11).  
2. Tinjauan tentang Tindak Pidana 
a. Pengertian Tindak Pidana 
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Istilah tindak pidana adalah berasal dari istilah yang dikenal dalam 
hukum pidana Belanda yaitu “stafbaar feit”. Istilah ini terdapat dalam WvS 
Belanda dan juga WvS Hindia Belanda (Kitab Undang-Undang Hukum 
Pidana), tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud 
dengan stafbaar feit itu, sehingga para sarjana hukum berusaha untuk 
memberikan arti dan isi dari istilah itu.  
Stafbaar feit, terdiri dari 3 (tiga) kata, yakni straf, baar dan feit. Kata 
“straf” artinya pidana, “baar” artinya dapat atau boleh dan “feit” adalah 
perbuatan. Dalam kaitannya dengan istilah stafbaar feit secara utuh, ternyata 
straf diterjemahkan juga dengan kata hukum, padahal sudah lazim hukum 
itu adalah berupa terjemahan dari kata recht, seolah-olah arti straf  sama 
dengan recht, yang sebenarnya tidak demikian halnya. Untuk kata “baar” 
ada 2 istilah yang digunakan yakni boleh dan dapat, sedangkan untuk kata 
“feit” digunakan 4 (empat) istilah, yakni tindak, peristiwa, pelanggaran dan 
perbuatan, tetapi dalam pengertian ini “feit” lebih pas untuk diterjemahkan 
dengan perbuatan (Moeljatno, 2000 : 54). 
Ada beberapa pengertian tindak pidana menurut para ahli hukum, 
antara lain: 
1) Moeljatno 
Moeljatno menggunakan istilah perbuatan pidana, yang 
didefinisikan sebagai “perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum 
larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, 
bagi barang siapa melanggar larangan tersebut” (Moeljatno, 2000 : 54). 
2) Pompe 
Pompe, yang merumuskan bahwa “suatu strafbaar feit itu 
sebenarnya adalah tidak lain daripada suatu tindakan yang menurut 
sesuatu rumusan undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang 
dapat dihukum” (Lamintang, 1990 : 174). 
3) Vos 
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Vos merumuskan bahwa “strafbaar feit adalah suatu kelakuan 
manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan” 
(Adami Chazawi, 2002 : 72). 
4) R. Tresna 
R. Tresna menyatakan sangat sulit untuk merumuskan atau 
memberi definisi yang tepat perihal peristiwa pidana, namun beliau 
menarik definisi yang menyatakan bahwa “peristiwa pidana itu adalah 
sesuatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia, yang bertentangan 
dengan undang-undang atau peraturan perundang-undangan lainnya, 
terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman” (Adami 
Chazawi, 2002 : 72). 
5) J.E Jonkers 
Merumuskan “peristiwa pidana adalah perbuatan yang melawan 
hukum (wederrechttelijk) yang berhubungan dengan kesengajaan atau 
kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggung 
jawabkan” (Adami Chazawi, 2002 : 75). 
6) Wirjono Prodjodikoro 
Menyatakan bahwa “tindak pidana itu adalah suatu perbuatan 
yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana” (Wirjono 
Prodjodikoro, 1989 : 43). 
7) H. J. van Schravendijk 
Merumuskan “perbuatan yang boleh dihukum adalah kelakuan 
orang yang begitu bertentangan dengan keinsyafan hukum sehingga 
kelakuan itu diancam dengan hukuman, asal dilakukan oleh seorang yang 
karena itu dapat dipersalahkan” (Adami Chazawi, 2002 : 75) 
8) Simons 
Merumuskan “strafbaar feit adalah suatu tindakan melanggar 
hukum yang dengan sengaja telah dilakukan oleh seseorang yang dapat 
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dipertanggungjawabkan atas tindakannya, yang dinyatakan sebagai dapat 
dihukum” (Adami Chazawi, 2002 : 75). 
9) Sudarto 
Sudarto dalam bukunya Hukum Pidana I, cetakan ke -2 
mengartikan “kesalahan dalam arti yang seluas – luasnya adalah 
hubungan bathin antara si pembuat terhadap perbuatan yang dicelakan 
pada si pembuat itu. Hubungan batin ini bisa berupa sengaja atau alpa. 
Dari berbagai pendapat mengenai pengertian tindak pidana, maka 
penulis lebih cenderung sependapat dengan Moeljatno yang mendefinisikan 
“tindak pidana sebagai perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum 
larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi 
barang siapa melanggar larangan tersebut” (Moeljatno, 2000 : 54) 
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b. Unsur-Unsur Tindak Pidana 
Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan dari dua sudut pandang, 
yaitu dari sudut pandang teoritis dimana sudut pandang ini berdasarkan 
pendapat para ahli hukum yang tercermin dari rumusannya, dan dari sudut 
undang-undang dimana tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana 
tertentu dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang ada. 
Beberapa ahli hukum berpendapat menegenai unsur-unsur tindak 
pidana, antara lain : 
1) Menurut Moeljatno, unsur tindak pidana adalah : 
a) perbuatan; 
b) yang dilarang (oleh aturan hukum); dan 
c) ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan). 
2) Dari rumusan R. Tresna dimuka, tindak pidana terdiri dari unsur-unsur, 
yakni : 
a) perbuatan/rangkaian perbuatan manusia; 
b) yang bertentangan dengan Peraturan perundang-undangan; dan 
c) diadakan tindakan penghukuman. 
3) Menurut bunyi batasan yang dibuat Vos, dapat ditarik unsur-unsur tindak 
pidana adalah : 
a) kelakuan manusia; 
b) diancam dengan pidana; dan 
c) dalam peraturan perundang-undangan. 
4) Schravendijk dalam batasan yang dibuatnya secara panjang lebar, jika 
dirinci terdapat unsur-unsur sebagai berikut : 
a) kelakuan (orang yang); 
b) bertentangan dengan keinsyafan hukum; 
c) diancam dengan hukuman; 
d) dilakukan oleh orang (yang dapat); 
e) dipersalahkan/kesalahan. 
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Dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP, dapat 
diketahui adanya 8 (delapan) unsur tindak pidana, yaitu : 
1) Unsur tingkah laku; 
2) Unsur melawan hukum; 
3) Unsur kesalahan; 
4) Unsur akibat konstitutif; 
5) Unsur keadaan yang menyertai; 
6) Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana; 
7) Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana; dan 
8) Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana. 
Menurut pengetahuan hukum pidana yang terdapat di dalam KUHP, 
maka dapat dijabarkan ke dalam dua unsur, yaitu unsur subjektif dan unsur 
objektif. Yang dimaksud dengan unsur subjektif dari tindak pidana adalah 
unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan 
dengan diri si pelaku, dan termasuk di dalamnya yaitu segala sesuatu yang 
terkandung di dalam hatinya.  
Unsur-unsur subjektif dari suatu tindak pidana adalah: 
1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (dolus atau culpa); 
2) Maksud atau voornemen pada suatu percobaan atau pogging; 
3) Macam-macam maksud atau oogmerk; 
4) Merencanakan terlebih dahulu atau voobedachte read; dan 
5) Perasaan takut atau vress (Lamintang, 1990 : 8). 
Unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan 
keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan dimana tindakan-
tindakan si pelaku itu harus dilakukan. Unsur-unsur objektif dari suatu 
tindak pidana yaitu :   
1) Sifat melanggar hukum; 
2) Kualitas dari si pelaku; dan 
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3) Kausalitas, yaitu hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab 
dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat. 
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c. Macam-macam Tindak Pidana 
Dalam KUHP kita, tindak pidana (delik) pada umumnya dibagi 
kedalam 2 (dua) bagian, yaitu kejahatan dan pelanggaran. Hal tersebut 
bukan hanya merupakan dasar bagi pembagian KUHP kita menjadi Buku 
ke-2 dan Buku ke-3 melainkan juga merupakan dasar bagi seluruh sistem 
hukum pidana didalam perundang-undangan pidana secara keseluruhan. 
Selain dikategorikan dalam kejahatan dan pelanggaran, di dalam 
ilmu pengetahuan hukum pidana selanjutnya masih terdapat sejumlah 
pembagian-pembagian lainnya dari tindak pidana sebagai berikut: 
1) Delik Formal (formeel delict) dan delik material (materiel delict) 
Delik formal adalah delik yang dianggap telah selesai dengan 
dilakukannya tindakan yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh 
undang-undang, contohnya adalah delik-delik yang dirumuskan pada 
Pasal: 162, 209, 210, 242 dan 362 KUHP, sedangkan delik material 
adalah delik yang dianggap telah selesai dengan ditimbulkannya akibat 
yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang, 
contohnya adalah delik-delik yang dirumuskan pada Pasal: 149, 187, 338 
dan 378 KUHP. 
2) Delik commissionis (delicta comissionis) dan delik omissionis (delicta 
omissionis). 
Delik comissionis adalah delik-delik berupa pelanggaran terhadap 
larangan-larangan di dalam undang-undang, contohnya adalah delik-delik 
yang dirumuskan pada Pasal: 212, 263, 285 dan 362 KUHP, sedangkan 
delik omissionis adalah delik-delik berupa pelanggaran terhadap 
keharusan-keharusan menurut undang-undang, contohnya adalah delik-
delik yang dirumuskan pada Pasal: 217, 218, 224 dan 297 KUHP. 
3) Kesengajaan (opzettelijke delicten) dan kealpaan (culpooze delicten) 
Kesengajaan adalah delik yang dilakukan dengan sengaja, seperti 
dirumuskan dalam Pasal 338 KUHP, sedangkan kealpaan adalah delik 
yang terjadi karena tidak sengaja atau tidak disadari atau karena lalai, 
seperti disebutkan pada Pasal 359 KUHP. 
4) Zelfstandige delicten dan voortgezette delicten 
Zelfstandige delicten adalah delik yang berdiri sendiri, sedangkan 
voortgezette delicten adalah delik-delik yang pada hakikatnya merupakan 
suatu kumpulan dari beberapa delik yang berdiri sendiri. 
5) Enkelvoudige delicten dan samengestelde delicten 
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Enkelvoudige delicten adalah delik-delik yang pelakunya telah 
dapat dihukum dengan satu kali melakukan tindakan yang dilarang oleh 
undang-undang, sedangkan samengestelde delicten adalah delik-delik 
yang pelakunya hanya dapat dihukum menurut sesuatu ketentuan pidana 
tertentu apabila pelaku tersebut telah berulangkali melakukan tindakan 
yang sama yang dilarang oleh undang-undang. 
6) Aflopende delicten dan voortdurende delicten 
Aflopende delicten adalah delik-delik yang terdiri dari satu atau 
lebih tindakan untuk menyelesaikan suatu tindak pidana, contohnya 
adalah pencurian (Pasal 362 KUHP), sedangkan voortdurende delicten 
adalah delik-delik yang pada hakikatnya merupakan suatu kumpulan dari 
beberapa delik yang berdiri sendiri, seperti dirumuskan pada Pasal : 221, 
261, dan 282 KUHP. 
7) Delik aduan (Klacht delicten) dan bukan delik aduan (Gewone delicten) 
Delik aduan adalah suatu delik yang oleh kejaksaan hanya dapat 
dituntut apabila yang dirugikan mengajukan surat pengaduan (klacht), 
contohnya terdapat pada Pasal: 284, 287, 310 djb.jo 319, 332, 335 sub 2, 
367, 370, 376 dan 394 KUHP. Untuk delik bukan aduan merupakan 
sebaliknya, yaitu dapat dituntut tanpa harus ada aduan dari orang yang 
dirugikan atau dari korbannya. 
8) Delik politik (politieke delicten) dan delik biasa (gemene delicten) 
9) Delicta communia dan delicta proparia 
Delicta communia adalah delik-delik yang dapat dilakukan oleh 
setiap orang, sedangkan delicta proparia adalah delik-delik yang hanya 
dapat dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai sifat tertentu, 
misalnya sifat-sifat sebagai pegawai negeri sipil, sebagai nahkoda 
ataupun sebagai anggota militer. 
10) Eenvoudige delicten, gequalificeerde delicten dan gepriviligieerde 
delicten 
Eenvoudige delicten atau delik-delik yang sederhana adalah delik-
delik dalam bentuk pokok seperi yang telah dirumuskan oleh pembentuk 
undang-undang, contoh pada Pasal 338 KUHP, sedangkan 
gequalificeerde delicten atau delik-delik pemberatan adalah delik-delik 
dalam bentuk yang pokok, yang karena di dalamnya terdapat keadaaan-
keadaan yang memberatkan maka hukuman yang diancamkan menjadi 
diperberat, contoh pada Pasal 340 KUHP. Dan  gepriviligieerde delicten 
atau delik-delik dengan keadaan meringankan adalah delik-delik dalam 
bentuk pokok yang karena didalamnya terdapat keadaan-keadaan yang 
meringankan, maka hukuman yang diancamkan menjadi diperingan, 
contoh pada Pasal 341 KUHP (Lamintang, 1997:212-226). 
3. Tinjauan tentang Tindak Pidana Kesusilaan 
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a. Pengertian Tentang Kesusilaan  
Kata “kesusilaan” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang 
disusun oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, diterbitkan oleh 
Balai Pustaka, memuat arti kesusilaan. Kesusilaan memiliki arti sebagai 
berikut :  
1) Baik budi bahasanya, beradab, sopan, tertib; 
2) Adat istiadat yang baik, sopan santun, kesopanan, keadaban; dan 
3) Pengetahuan tentang adat. 
Kata susila dalam bahasa Inggris adalah moral, ethics, decent. Kata-
kata tersebut biasanya diterjemahkan berbeda. Kata moral diterjemahkan 
dengan kesopanan sedang ethics diterjemahkan kesusilaan dan decent 
diterjemahkan dengan kepatutan. Yang sulit dicampuradukkan adalah kata 
moral dan ethics. Kedua kata tersebut mengandung decent, namun jika 
diamati dengan seksama ternyata ethics lebih sempit dari kata moral, tetapi 
ethics ada dalam kata moral. 
b. Tindak Pidana Kesusilaan di KUHP 
Tindak pidana terhadap kesusilaan diatur pada Bab XIB KUHP yang 
terdiri dari Pasal 281 sampai dengan Pasal 303, sejumlah 25 Pasal tetapi 3 
Pasal memuat hukuman tambahan atau pemberatan, yaitu Pasal 283 bis, 
Pasal 291, Pasal 298 dan 7 pasal tidak berkenaan dengan “behavior in 
relation to sexual matter” yaitu Pasal 297, Pasal 299, Pasal 300, Pasal 301, 
Pasal 302 dan Pasal 303. 
Berikut ini pasal-pasal mengenai tindak pidana kesusilaan : 
1) Merusak kesusilaan dihadapan umum (Pasal 281); 
2) Pornografi (Pasal 282); 
3) Zina (Pasal 284); 
4) Perkosaan (Pasal 285); 
5) Bersetubuh dengan wanita pingsan diluar perkawinan (Pasal 286); 
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6) Bersetubuh dengan wanita yang belum dewasa (Pasal 287); 
7) Membujuk orang yang belum dewasa untuk bersetubuh dengan orang 
lain (Pasal 290 ayat 3); 
8) Perbuatan cabul dengan kekerasan atau ancaman kekerasan (Pasal 289); 
9) Perbuatan cabul dengan orang pingsan (Pasal 290 ayat 1); 
10) Perbuatan cabul dengan orang yang 15 tahun (Pasal 290 ayat 2); 
11) Membujuk orang yang belum 15 tahun untuk dicabuli (Pasal 290 ayat 
2); 
12) Perbuatan cabul dengan orang yang belum dewasa yang sejenis (Pasal 
292); 
13) Dengan pemberian menggerakkan orang yang belum dewasa berbuat 
cabul (Pasal 293); 
14) Perbuatan cabul dengan orang yang belum dewasa yang dilakukan 
orang tua atau yang mempunyai hubungan (Pasal 294); 
15) Memudahkan anak dibawah umur untuk berbuat cabul (Pasal 295); dan 
16) Mata pencaharian mengadakan atau memudahkan perbuatan cabul 
(Pasal 296). 
4. Tinjauan tentang Tindak Pidana Perkosaan 
a. Pengertian Perkosaan 
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, perkosaan berarti 
menundukkan dengan kekerasan, memaksa dengan kekerasan, menggagahi, 
melanggar, menyerang dan sebagainya.  
Pengertian perkosaan yang dimaksud dalam pembahasan penelitian 
ini, tentu saja yang berkaitan erat dengan perbuatan pidana, dimana 
perbuatan pidana menurut Moeljatno adalah :  
”Perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal 
saja dalam pada itu diingat bahwa larangan yang ditunjukkan pada 
perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbang oleh kelakuan 
orang); sedangkan ancaman pidananya ditunjukkan kepada orang yang 
menimbulkan kejadian itu” (Moeljatno, 2000 : 54). 
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Shara Abraham di dalam jurnalnya mengemukakan bahwa ”Rape is 
the crime, committed by a man, of forcing another person to have sexual 
intercourse with him without their consent and against their will, esp. by the 
threat or use of violence against them: he denied two charges of attempted 
rape, he had committed at least two rapes” yang artinya kejahatan, yang 
dilakukan oleh seorang pria, yang memaksa orang lain untuk melakukan 
hubungan seksual dengan dia tanpa persetujuan mereka dan melawan 
mereka: ancaman atau penggunaan kekerasan terhadap mereka: ia 
menyangkal dua tuduhan percobaan perkosaan: ia telah melakukan 
setidaknya dua pemerkosaan (Shara Abraham, 2001:3). 
 Berdasarkan keterangan di atas, dapat dijelaskan bahwa para pelaku 
wajib mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang dilakukan di 
Pengadilan, yang perbuatan tersebut sangat merugikan orang lain. Dalam 
hal ini perbuatan pidana yang dimaksud adalah tindak pidana perkosaan. 
Dalam Pasal 285 KUHP diatur tentang tindak pidana perkosaan. 
Pasal tersebut berbunyi : ”Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman 
kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia dan di luar 
perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara 
paling lama dua belas tahun”. Dengan demikian, KUHP memandang 
perbuatan disebut perkosaan apabila memenuhi unsur-unsur yaitu : 
1) Pelaku adalah seorang laki-laki; 
2) Korban adalah perempuan yang bukan istri pelaku; 
3) Perbuatan itu termasuk memaksa untuk bersetubuh; dan 
4) Adanya upaya melakukan kekerasan atu ancaman kekerasan dari pelaku. 
Dalam keadaan hal lain, KUHP juga mengatur tindak pidana 
perkosaan dalam pasal-pasal yang lain, yaitu : 
1) Dalam hal apabila perempuan tersebut pingsan, atau patut diduga bahwa 
perempuan tersebut pingsan, atau dalam keadaan tidak berdaya, maka 
hukuman maksimalnya menjadi 9 tahun penjara (Pasal 286 KUHP); 
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2) Dalam hal perempuan yang diperkosa belum mencapai umur 15 tahun, 
maka hukuman maksimalnya menjadi 9 tahun penjara. Tindak pidana ini 
merupakan tindak pidana aduan, kecuali jika perempuan itu adalah gadis 
umur kurang dari 12 tahun (Pasal 287 KUHP); dan 
3) Dalam hal apabila perkosaan itu menimbulkan luka berat dimana 
hukuman maksimalnya 12 tahun penjara (Pasal 291 KUHP).  
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b. Jenis Perkosaan 
Menurut Muladi, perkosaan dapat dikategorikan dalam beberapa 
jenis, antara lain (Muladi, 1991 : 5) : 
1) Sadistic Rape 
Dimana seksualitas dan agresi berpadu dalam bentuk kekerasan 
yang merusak ”fury of violent, mutilating acts”. Kepuasan erotis dari 
pelaku tidak diperoleh melalui senggama, tetapi melalui serangan 
terhadap kelamin dan tubuh korban. 
2) Anger Rape 
Penganiayaan seksual yang bercirikan seksualitas menjadi sarana 
untuk menyatakan dan melepaskan perasaan geram dan marah dan yang 
paling menonjol adalah ”sexual assault”. Brutalistik fisik sangat dominan 
sehingga tubuh korban dianggap sebagai objek proteksi pemecahan atas 
frustasi, kelemahan, kesulitan dan kekecewaan pelaku. 
3) Domination Rape 
Dimana perkosaan betujuan untuk penaklukan seksual dan motif 
dari pelaku adalah untuk mendemonstrasikan kekuatan dan superioritas 
terhadap korban. Seksualitas merupakan cara untuk menyatakan 
”mastery streght, control, authority, identity capability”. 
4) Seductive-turned-into Rape 
Terjadi karena situasi merangsang yang diciptakan oleh kedua 
belah pihak. Kedua pihak sudah saling mengenal dan sebagian 
diantaranya berhubungan dekat, misalnya status hubungan pacaran. 
Hubungan seks diantara keduanya dikatakan perkosaaan, apabila terjadi 
ketidaksepahaman pengertian. Korban mengartikan keintiman harus 
dibatasi tidak sampai sejauh senggama, sedangkan pelaku sebaliknya 
menganggap dalam keintiman harus ada paksaaan berkaitan dengan 
perilaku seksnya. Kekerasan fisik tidak menonjol, sebab serangan seksual 
merupakan kelanjutan dari ”acceptable seductive situation”. 
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5) Exploitation Rape 
Perkosaan yang lebih dikondisikan oleh keadaan sosial ekonomi 
yang tidak merata. Posisi lemah perempuan memaksanya untuk diam dan 
pasrah. 
c. Karakteristik Pekosaan 
M Hisyam Syafioedin dan Faturochman  mengemukakan  bahwa 
karakteristik utama perkosaan adalah ekspresi seksual agresivitas, yang 
artinya bahwa perwujudan keinginan seks yang dilakukan secara agresif, 
bersifat menyerang atau memaksa lawan jenis (pihak) lain yang dapat dan 
dianggap mampu memenuhi kepentingan nafsunya, sedangkan karakteristik 
umum dari tindak pidana perkosaan adalah: 
1) Agresivitas, dimana sifat ini merupakan sifat yang melekat pada setiap 
tindak pidana perkosaan; 
2) Motivasi kekerasan lebih menonjol dibandingkan dengan motivasi 
seksual semata-mata; 
3) Secara psikologis, tindak pidana perkosaan lebih banyak mengandung 
masalah kontrol dan kebencian dibandingkan dengan hawa nafsu; 
4) Tindak pidana perkosaan dapat dibedakan menjadi tiga bentuk, yaitu  
anger rape, power rape, dan sadistic rape ; 
5) Ciri pelaku perkosaan yaitu mispersepsi pelaku atas korban, mengalami 
pengalaman buruk khususnya dalam hubungan pecintaan, terasing dalam 
pergaulan sosial, rendah diri, tidak ada keseimbangan emosional; dan 
6) Tindak pidana perkosaan secara yuridis sulit sekali dibuktikan. 
5. Tinjauan tentang Viktimologi 
a. Pengertian Viktimologi 
Viktimologi berasal dari kata-kata Latin Victima yang berarti korban 
dan Logos yang berarti pengetahuan ilmiah atau studi (Arif Gosita, 
1993:40), sehingga Viktimologi dapat diartikan sebagai suatu bidang ilmu 
pengetahuan yang mengakaji semua aspek yang berkaitan dengan korban. 
Perumusan ini membawa akibat suatu pengertian yang harus 
dipahami, antara lain: 
1) Korban akibat perbuatan manusia 
Korban akibat perbuatan manusia dapat menimbulkan perbuatan 
kriminal (misalnya korban kejahatn perkosaan, korban tindak pidana 
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politik) dan yang bersifat non-kriminal (perbuatan perdata) misalnya 
korban ganti rugi tanah, korban dalam bidang administratif dan lain-lain. 
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2) Korban di luar perbuatan manusia 
Korban akibat di luar perbuatan manusia seperti bencana alam 
dan sebagainya (J.E Sahetapy, 1987:35). 
Viktimologi dapat dikatakan sebagai cabang ilmu yang relatif baru 
jika dibandingkan dengan cabang ilmu lain, seperti sosiologi dan 
kriminologi. Sekalipun usianya relatif muda, namun peran viktimologi tidak 
lebih rendah dibandingkan dengan cabang-cabang ilmu yang lain, dalam 
kaitan pembahasan mengenai fenomena sosial. 
Viktimologi merupakan suatu pengetahuan ilmiah/studi yang 
mempelajari suatu viktimisasi (kriminal) sebagai suatu permasalahan 
manusia yang merupakan suatu kenyataan sosial. Perumusan ini membawa 
akibat perlunya suatu pemahaman, yaitu: 
1) Sebagai suatu permasalahan manusia menurut proporsi yang sebenarnya 
secara dimensional; 
2) Sebagai suatu hasil interaksi akibat adaya suatu interrelasi antara 
fenomena yang ada dan saling mempengaruhi; dan 
3) Sebagai tindakan seseorang (individu) yang dipengaruhi oleh unsur 
struktural sosial tertentu suatu masyarakat tertentu (Arif Gosita, 
1993:40).  
Perkembangan viktimologi hingga pada keadaan seperti sekarang 
tentunya tidak terjadi dengan sendirinya, namun telah mengalami berbagai 
perkembangan yang dapat dibagi dalam tiga fase. Pada tahap pertama, 
viktimologi hanya mempelajari korban tindak pidana saja (penal or special 
victimology). Sementara itu, pada fase kedua, viktimologi tidak hanya 
mengkaji masalah korban tindak pidana, tetapi juga meliputi korban 
kecelakaan (general victimology). Fase ketiga, viktimologi sudah 
berkembang lebih luas lagi, yaitu mengkaji permasalahan korban karena 
penyalahgunaan kekuasaan dan hak-hak asasi manusia (new 
victimology)(Made Darma Weda, 1995:200). 
Dari pengertian di atas, tampak jelas bahwa “yang menjadi objek 
pengkajian dari viktimologi, di antaranya : pihak-pihak mana saja yang 
terlibat atau mempengaruhi terjadinya tindak pidana, bagaimanakah respons 
terhadap suatu viktimisasi kriminal, faktor penyebab terjadinya viktimisasi 
kriminal, bagaimanakah upaya penanggulangannya, dan sebagainya“ (Didik 
M. Arief Mansyur, 2006:36). 
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b. Manfaat Viktimologi 
Dalam rangka memberikan pelayanan terhadap korban perlu 
diperhatikan manfaat pandangan-pandangan viktimologi sebagai dasar 
bersikap dan bertindak melakukan pelayanan terhadap korban. Adapun 
manfaat Viktimologi menurut Arief Gosita antara lain: 
1) Viktimologi mempelajari mengenai hal yang mendasar tentang siapa itu 
korban dan yang menimbulkan adanya orang yang menjadi korban. 
2) Viktimologi memberikan sumbangan kepada korban akibat tindakan 
manusia yang menimbulkan penderitaan mental, fisik, dan sosial. 
Tujuannya adalah untuk memberikan beberapa penjelasan menganai 
kedudukan dan peran korban serta hubungannya dengan pihak lain. 
Kejelasan tersebut sangat penting dalam rangka mengusahakan kegiatan 
pencegahan terhadap berbagai macam viktimisasi, dengan menegakkan 
keadilan dan meningkatkan kesejahteraan mereka yang terlibat langsung 
atau tidak langsung dalam eksistensi suatu viktmisasi. Terutama dalam 
bidang penyuluhan dan pembinaan untuk tidak menjadi korban struktural 
atau non struktural. 
3) Viktimologi memberikan keyakinan bahwa setiap individu mempunyai 
hak dan kewajiban untuk mengetahui, mengenali bahaya yang 
dihadapinya berkaitan dengan kehidupan dan pekerjaan mereka. 
Tujuannya untuk memberikan pengertian yang baik dan agar waspada 
serta mengusahakan hidup aman bagi seseorang yang meliputi 
pengetahuan yang seluas-luasnya mengenai bagaimana menghindarinya. 
Permasalahan utama viktimologi antara lain adalah mencapai, 
mengusahakan hasil-hasil yang praktis (pratical), yang berarti 
menyelamatkan orang dalam keadaan bahaya dan dari bahaya. 
4) Viktimologi memperhatikan permasalahan viktimisasi yang tidak 
langsung, misalnya : efek politik ada penduduk “dunia ketiga” akibat 
penguapan oleh korporasi transnasional, akibat-akibat sosial pada setiap 
orang akibat polusi industri, terjadinya viktimisasi ekonomi, politik dan 
sosial setiap kali seseorang pejabat menyalahgunakan jabatannya dalam 
pemerintahan untuk keuntungan diri sendiri (korupsi). Dengan demikian, 
kemungkinan menentukan asal mula viktimisasi, mencari sarana 
menghadapi suatu kasus, mengetahui terlebih dahulu kasus-kasus 
(antisipasi), mengatasi akibat yang merusak. 
5) Viktimologi memberikan dasar pemikiran untuk mengatasi masalah 
kompensasi pada korban, pendapat-pendapat viktimologis digunakan 
dalam keputusan-keputusan peradilan dan reaksi pengadilan terhadap 
perilaku kriminal. Mempelajari korban dari dan dalam proses peradilan 
merupakan juga suatu studi mengenai hak-hak asasi manusia (Arif 
Gosita, 1995:14). 
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6. Tinjauan tentang Korban 
a. Pengertian Korban 
Korban suatu kejahatan tidaklah selalu berupa individu atau orang 
perorangan, tetapi juga berupa kelompok orang, masyarakat, atau juga 
badan hukum. Bahkan, pada kejahatan tertentu, korbannya bisa juga berasal 
dari bentuk kehidupan lainnya seperti tumbuhan, hewan ataupun ekosistem. 
Korban semacam ini lazimnya kita temui dalam kejahatan terhadap 
lingkungan. Namun, dalam pembahasan ini korban sebagaimana dimaksud 
terakhir tidak termasuk di dalamnya. Berbagai pengertian korban antara 
lain: 
1) Arief Gosita 
“Korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah 
sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan 
diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan 
dengan hak asasi pihak yang dirugikan” (Arief Gosita, 1993:63). 
2) Muladi 
“Korban adalah orang-orang yang baik secara individual maupun 
kolektif telah menderita kerugian, termasuk kerugian fisik atau mental, 
emosional, ekonomi, atau gangguan substansial terhadap hak-haknya 
yang fundamental, melalui perbuatan atau komisi yang melanggar hukum 
pidana di masing-masing negara, termasuk penyalahgunaan kekuasaan” 
(Muladi, 2005:108) 
3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan 
Kekerasan dalam Rumah Tangga. 
Korban adalah orang yang mengalami kekerasan/atau ancaman 
kekerasan dalam ruang lingkup rumah tangga. 
4) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 Tentang Komisi Kebenaran dan 
Rekonsiliasi. 
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Korban adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang 
mengalami penderitaan, baik fisik, mental, maupun emosional, kerugian 
ekonomi, atau mengalami pengabaian, pengurangan, atau perampasan 
hak-hak dasarnya, sebagai akibat dari pelanggaran hak asasi manusia 
yang berat, termasuk korban adalah ahli warisnya. 
5) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara 
Perlindungan terhadap Korban dan Saksi dalam Pelanggaran Hak Asasi 
Manusia yang Berat. 
Korban adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang 
mengalami penderitaan sebagai akibat dari pelanggaran hak asasi 
manusia yang berat dan memerlukan perlindungan fisik dan mental dari 
ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan pihak manapun. 
6) Deklarasi PBB dalam The Declaration of Basic Principles of justice for 
Victims of Crime and Abuse of Power 1985. 
Korban (victims) means person who, individually or collectively, have 
suffered harm, including physical or metal injury, emotional suffering, 
economic loss or substantial impairment of their fundamental rights, 
through acts or omission of criminal laws operative within Member 
State, including those laws proscribing criminal abuse of 
power”...through acts or omissions that do not yet constitute violations of 
naitonal criminal laws but of internationally recognized norms relating 
to human rights. 
 
Artinya adalah korban berarti orang yang, secara individual atau 
kolektif, telah menderita kerugian, termasuk cedera fisik atau logam, 
penderitaan emosional, kerugian ekonomi atau kerugian substansial hak-
hak fundamental mereka, melalui tindakan atau kelalaian hukum pidana 
operasi dalam Negara Anggota, termasuk undang-undang yang melarang 
pidana penyalahgunaan kekuasaan "... melalui tindakan atau kelalaian 
yang belum merupakan pelanggaran hukum pidana nasional, tetapi 
norma-norma yang diakui secara internasional berkaitan dengan hak 
asasi manusia. 
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b. Tipologi Korban 
Perkembangan ilmu viktimologi selain mengajak masyarakat untuk 
lebih memperhatikan posisi korban juga memilah-milah jenis korban hingga 
kemudian munculah berbagai jenis korban, yaitu (Arief Gosita, 1993 : 65) :  
1) Nonparticipating victims yaitu mereka yang tidak peduli terhadap upaya 
penanggulangan kejahatan; 
2) Latent victims yaitu mereka yang mempunyai sifat karakter tertentu 
sehingga cenderung menjadi korban; 
3) Procative victims yaitu mereka yang menimbulkan rangsangan terjadinya 
kejahatan; 
4) Participating victims yaitu mereka yang dengan perilakunya 
memudahkan dirinya menjadi korban; dan 
5) False victims yaitu mereka yang menjadi korban karena perbuatan yang 
dibuatnya sendiri. 
Menurut Sellin dan Wolfgang, ada beberapa tipologi korban, antara 
lain: 
1) Primary victimization, adalah korban individual atau perorangan, bukan 
kelompok; 
2) Secondary Victimization, korbannya adalah kelompok, misalnya Badan 
Hukum, 
3) Tertiary Victimization, yang menjadi korban adalah masyarakat luas; dan 
4) No Victimization, korbannya tidak segera diketahui, misalnya konsumen 
yang tertipu dalam menggunakan hasil suatu produksi. 
Dalam penulisan hukum ini, maka dapat diketahui bahwa di dalam 
tipologi korban di atas, korban tindak pidana perkosaan termasuk di dalam 
kategori Primary victimization, dimana korban perkosaan adalah individu 
atau perorangan, bukan secara kelompok. 
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B. Kerangka Pemikiran 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 2.  
Kerangka Pemikiran 
Kasus kekerasan pada perempuan akhir-akhir ini semakin banyak 
terjadi di dalam kehidupan masyarakat. Salah satu contoh dari kekerasan 
terhadap perempuan adalah perkosaan. 
Tindak pidana perkosaan merupakan suatu tindak pidana yang sangat 
merugikan, terutama bagi kaum perempuan baik itu anak maupun perempuan 
dewasa, sehingga perlu adanya keadilan di dalam penegakan hukum yang 
menyangkut masalah ini.  
Selain di dalam undang-undang mengatur tentang pemidanaan terhadap 
pelaku, tetapi seyogyanya undang-undang tersebut juga mencakup tentang 
perlindungan korban pekosaan. Apabila tidak, maka para korban akan 
berpikir bahwa  rasa keadilan tidak terwujud. Selain itu para korban juga 
mengharapkan bentuk-bentuk perlindungan yang nyata demi mengembalikan 
lagi rasa percaya dirinya di dalam masyarakat yang pada dasarnya korban 
tersebut adalah korban tindak pidana perkosaan, tindak pidana yang 
menjijikkan. 
Penulis dalam Skripsi ini berpikir untuk meneliti permasalahan yang 
ada, yaitu perlindungan hukum terhadap korban perkosaan yang diatur dalam 
perundang-undangan di Indonesia, bentuk dan pelaksanaan dari perlindungan 
hukum yang telah diterapkan. 
KORBAN PERKOSAAN 
TINDAK PIDANA 
PERKOSAAN 
· KUHP 
· UU No.23 Tahun 2002 
· UU No.23 Tahun 2004 
· UU No.13 Tahun 2006 
· RUU KUHP 2008 
Bentuk dan pelaksanaan perlindungan hukum 
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BAB III 
PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindak Pidana Perkosaan    dalam 
Perundang-undangan di Indonesia 
 
Hukum pada hakekatnya adalah dibentuk untuk mengatur hidup manusia 
dan mempermudah serta melindungi hidup manusia, sehingga hukum tumbuh 
dan berkembang seiring dengan perkembangan manusia atau dalam bahasa 
asing dapat juga disebut ubi societas ubi ius (dimana ada manusia disitu ada 
hukum). Arti hukum positif yang dianut oleh sebagian besar negara, termasuk 
Indonesia, nampaknya tidak lagi dapat memenuhi tuntutan perkembangan 
kehidupan manusia yang lebih kompleks. Hukum positif dalam arti hukum 
(peraturan perundang-undangan) yang berlaku saat ini dan dibuat secara 
prosedur formal oleh lembaga negara sudah tidak mampu menjangkau 
fenomena di dunia nyata. 
1. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) 
Sumber utama hukum pidana Indonesia adalah Kitab Undang-undang 
Hukum Pidana (KUHP) yang aslinya berbahasa Belanda (Wetboek van 
Strafrecht). Dapat dikatakan bahwa KUHP adalah hukum pidana umum karena 
berlaku bagi setiap orang dan diberlakukan di sejak Belanda menjajah 
Indonesia sampai sekarang. 
Menurut teori hukum kritis (Critical Legal Studies) hukum positif 
ortodoks dan ‘kuno’ yang sudah ketinggalan zaman tersebut seharusnya 
sudah ditinggalkan serta perlu pengkajian ulang secara mendalam terhadap 
hukum positif yang ada. “Hukum itu tidak boleh mandeg dan mati, hukum 
harus terus berkembang mengiringi kehidupan manusia” (Satjipto Raharjo, 
1989:45). Begitu pula dengan hukum sebagai peraturan yang mengatur 
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tentang suatu tindak pidana perkosaan yang berkembang mengikuti 
perkembangan zaman seperti yang telah disebutkan di atas. 
Berikut ini adalah Pasal-pasal di dalam KUHP yang mengatur tentang 
tindak pidana perkosaan yaitu : 
a. Pasal 285 
“barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa 
seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawainan, diancam 
karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua 
belas tahun”. 
Unsur-unsur yang ada di dalam pasal ini adalah: 
1) Unsur barang siapa, yaitu menunjuk kepada orang sebagai pelakunya; 
2) Unsur adanya kekerasan atau ancaman kekerasan; 
3) Unsur pemaksaan kepada seorang wanita untuk bersetubuh; dan 
4) Unsur persetubuhan dilakukan di luar perkawinan. 
Akibat adanya batasan perkosaan dalam Pasal 285 KUHP tersebut, 
menimbulkan beberapa kelemahan, antara lain : 
1) Perkosaan mempunyai ciri-ciri antara lain adanya kekerasan fisik 
maupun ancaman kekerasan, sehingga jika di dalam proses pemeriksaan 
tidak ditemukan adanya kekerasan fisik, maka hal tidak dapat dikenakan 
Pasal 285. Tekanan psikologis pelaku terhadap korban kadang tidak 
dapat dibuktikan, misalnya pada kasus perkosaan majikan kepada 
pembantunya, perkosaan oleh ayah kepada anaknya, atau kasus 
perkosaan oleh orang dewasa kepada anak-anak. Kadang dari korban 
yang tersebut takut untuk mengungkapkan hal yang sebenarnya, 
sehingga jika unsur kekerasan atau ancaman kekerasan tidak dapat 
dibuktikan akibatnya kasus perkosaan dapat menjadi kasus 
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persetubuhan atau dapat juga dikenakan Pasal 285, tetapi pidana yang 
dijatuhkan rendah. 
2) Perkosaan merupakan suatu pemaksaan terhadap seorang perempuan 
untuk bersetubuh dengan pelaku. Pembatasan dari bersetubuh dalam 
hal ini adalah masuknya penis ke dalam vagina, sehingga apabila ada 
pemaksaan hubungan seksual namun penis tidak masuk ke dalam 
kemaluan korban atau vagina tetapi penis dimasukkan ke dalam mulut 
atau ke dalam anus, memasukkan benda selain penis ke dalam 
kemaluan korban atau vagina, tidak bisa digolongkan sebagai perkosaan. 
3) Perkosaan merupakan perbuatan atau tindakan yang hanya dapat 
dilakukan terhadap perempuan yang bukan istri pelaku, sehingga jika 
perkosaan tersebut dilakukan kepada istri (marital rape) tidak dapat 
dijerat Pasal 285 KUHP. 
4) Perkosaan dianggap hanya dapat terjadi pada perempuan dewasa, maka 
akibatnya perkosaan yang terjadi pada anak-anak tidak diakui dalam 
pasal ini. Perkosaan yang terjadi pada anak-anak hanya diakui sebagai 
tindak pidana persetubuhan dengan hukuman bagi pelaku lebih ringan 
daripada perkosaan yang dilakukan pada perempuan dewasa. 
5) Pasal 285 KUHP hanya mencantumkan ancaman pidana maksimal yaitu 
hukuman yang paling lama dijatuhkan kepada pelaku adalah 12 (dua 
belas) tahun penjara. Ancaman pidana minimal tidak disebutkan secara 
khusus. Hakim hanya berpatok pada minimal pidana terhadap tindak 
pidana perkosaan yaitu satu tahun penjara. Akibatnya sering kasus 
perkosaan divonis sangat rendah dan jauh dari ancaman pidana 
maksimal. Selfiana Sanggenafa dalam artikelnya mengemukakan bahwa 
: 
Kekurangan yang dapat dilihat secara sadar di dalam kasus perkosaan 
adalah ancaman hukuman yang dikenakan kepada pelaku apabila pelaku 
terbukti melakukan kesalahan. KUHP hanya mengenal ancaman 
hukuman maksimal namun tidak mengenal ancaman hukuman minimal. 
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Seperti kasus-kasus perkosaan yang sampai diperiksa ditingkat 
pengadilan, pernah ditemui seorang pelaku perkosaan dihukum satu 
tahun delapan bulan penjara. Hukuman yang dijalani oleh seorang 
pelaku sebenarnya tidak sebanding dengan derita yang dialami oleh 
korban seumur hidup. Belum lagi anggapan dari masyarakat bahwa 
korbanlah yang memancing pelaku untuk melakukan perkosaan 
tersebut. Ketiadaan ancaman hukuman minimal membuat para pelaku 
lain tidak merasa takut untuk  melakukan tindak pidana perkosaan 
(Selfiana Sanggenafa dalam  http://www.prakarsarakyat.com/artikel). 
Menurut studi hukum kritis penerapan Pasal 285 KUHP oleh aparat 
penegak hukum harus sudah mulai ditinggalkan, artinya aparat penegak 
hukum harus membuka wawasannya bahwa tindak pidana perkosaan terus 
berkembang sehingga tidak hanya menerapkan hukum secara tekstual 
menggunakan logika formal, tetapi juga kontekstual menggunakan nalar 
dan hati nurani sebagai pisau analisis dalam menyelesaikan perkara, 
terutama yang menyangkut masalah perkosaan. Hikmatul Ula’s dalam 
artikelnya mengemukankan bahwa : 
Di Indonesia, praktek penggunaan analisis hukum kritis ini bukan barang baru, 
hal ini sudah diperkenalkan oleh Bismar Siregar, seorang Hakim yang sangat 
hebat di era tahun 1980-an yang berani menggunakan nalar pikirnya melampaui 
hukum positif yang ada pada waktu itu. Meskipun pada akhirnya putusannya 
dimentahkan oleh pengadilan yang lebih tinggi, namun dari situ dapat dilihat 
bahwa kelemahan hukum positif adalah tidak mampu menjangkau 
perkembangan kehidupan manusia yang sangat kompleks, sehingga perlu 
dilakukan kritik dan pembaharuan terhadap hukum secara terus menerus 
(http://duniaula.blogspot.com/HikmatulUla’s/ 12 Agustus 2009). 
Dari penjelasan di atas, di dalam Pasal 285 KUHP belum menyinggung 
masalah perlindungan korban perkosaan, tetapi hanya mengatur tentang unsur-
unsur perkosaan dan penjatuhan pidana terhadap pelaku perkosaan. 
b. Pasal 286 
“Barangsiapa bersetubuh dengan seorang wanita di luar pernikahan, 
padahal diketahui bahwa wanita itu dalam keadaan pingsan atau tidak 
berdaya, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”. 
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Unsur-unsur pasal di atas antara lain : 
1) Terjadi suatu persetubuhan antara pelaku dengan korban; 
2) Korban merupakan perempuan yang bukan istri dari pelaku atau di luar 
pernikahan diantara pelaku dan korban; dan 
3) Perempuan tersebut dalam keadaan pingasan atau tidak berdaya. 
Dapat dilihat dalam Pasal 286 KUHP tidak menyinggung 
pelindungan korban perkosaan, hanya unsur-unsur materiil dan penjatuhan 
pidana terhadap pelaku perkosaan. 
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c. Pasal 287 
Ayat (1) : “barangsiapa bersetubuh dengan seorang wanita di luar 
perkawinan, padahal diketahuinya atau sepatutnya harus 
diduganya bahwa umurnya belum lima belas tahun, atau 
umurnya tidak jelas, bahwa belum waktunya untuk dikawin, 
diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”. 
 
Ayat (2) : “penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan, kecuali jika 
umur wanita belum sampai dua belas tahun atau jika ada salah 
satu hal berdasarkan pasal 291 dan pasal 294 KUHP”. 
Unsur-unsur dalam pasal ini adalah sebagai berikut: 
1) Persetubuhan dengan perempuan yang bukan istrinya (tidak terikat 
perkawinan); 
2) Perempuan tersebut belum berusia 15 tahun atau jika umurnya tidak 
jelas terlihat bahwa belum waktunya untuk dikawin; dan 
3) Peristiwa tersebut adalah delik aduan, kecuali umur korban belum 
cukup 12 tahun. 
Jelas bahwa di dalam unsur-unsur Pasal 287 KUHP tidak 
menjelaskan perlindungan korban perkosaan.  
d. Pasal 290 KUHP 
“diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun : 
Ayat (1): Barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang padahal 
diketahui bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya; 
Ayat (2): Barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang padahal 
diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa umurnya belum 
lima belas tahun atau kalau umurnya tidak ternyata bahwa belum 
mampu kawin; 
Ayat (3): Barangsiapa membujuk seseorang yang diketahui atau 
sepatutnya diduga, bahwa umurnya belum lima belas tahun atau 
umurnya tidak ternyata, bahwa belum dikawin untuk melakukan 
atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, atau bersetubuh di 
luar perkawinan dengan orang lain.” 
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Unsur-unsur dalam pasal ini adalah: 
1) Perbuatan cabul dilakukan dengan perempuan yang pingsan atau tidak 
berdaya; dan 
2) Perempuan tersebut belum berusia 15 tahun atau jika umurnya tidak 
jelas terlihat bahwa waktunya untuk dikawin. 
“Persetubuhan adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan 
(kesopanan) atau perbuatan keji, semua itu dalam lingkup nafsu birahi 
kelamin, misalnya : cium-ciuman, meraba-raba buah dada dll. 
Persetubuhan juga termasuk dalam perbuatan cabul, namun di dalam 
KUHP diatur tersendiri” (R. Susilo, 1980 : 183). 
Masih ada kerancuan mengenai pengertian perkosaan terhadap 
anak di bawah umur, sehingga apabila terjadi perkosaan terhadap seorang 
anak, maka perkosaan terhadap anak seringkali digolongkan sebagai 
persetubuhan walaupun berdasarkan fakta materiilnya merupakan 
tindakan perkosaan (alat kelamin bertemu atau penis masuk ke dalam 
vagina korban). Darwan Prist dalam bukunya Hukum Anak Indonesia 
menegmukakan bahwa : 
Menggolongkan perkosaan terhadap anak hanya sebagai perbuatan cabul 
(bukan sebagai perkosaan) berimplikasi pada rendahnya vonis yang 
dijatuhkan terhadap pelaku perkosaan terhadap anak. Akibatnya pelaku 
tidak jera dan usaha perlindungan anak tidak tercapai. Oleh karena itu, 
usaha perlindungan anak sebagai suatu upaya pengadaan kesejahteraan 
anak mutlak harus dikembangkan. Untuk melaksanakan pembinaan dan 
memberikan perlindungan terhadap anak diperlukan dukungan, baik 
menyangkut kelembagaan maupun perangkat hukum yang lebih mantap 
dan memadahi (Darwan Prinst,1997:2). 
Pasal 290 KUHP belum juga mengatur tentang perlindungan korban 
perkosaan, dimana korban yang diatur dalam pasal tersebut merupakan 
korban anak yang seharusnya mendapatkan perlindungan khusus. 
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e. Pasal 291 
Ayat (1) :  Jika salah satu kejahatan yang diterangkan dalam pasal 286, 
287, 289, dan 290 mengakibatkan luka-luka berat, dijatuhkan 
pidana penjara paling lama dua belas tahun; 
Ayat (2) :  Jika salah satu kejahatan yang diterangkan dalam pasal 285, 
286, 287, dan 290 itu mengakibatkan mati, dijatuhkan pidana 
penjara paling lama lima belas tahun. 
Di dalam Pasal 291 KUHP hanya mengatur tentang pemberatan 
penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana perkosaan, tidak ada 
pengaturan perlindungan korbannya. 
Dari uraian Pasal-pasal KUHP di atas yang berkaitan erat dengan tindak 
pidana perkosaan, dapat disimpulkan bahwa perlindungan korban perkosaan 
dalam KUHP tidak diatur dibandingkan perlindungan terhadap pelaku. 
Dikatakan belum maksimal karena pasal di KUHP sendiri telah bertujuan 
sebagai prevensi general yang mempengaruhi tingkah laku anggota 
masyarakat pada umumnya untuk tidak melakukan tindak pidana. Selain itu, 
KUHP belum secara tegas merumuskan ketentuan yang secara konkret 
memberikan perlindungan langsung terhadap korban, misalnya dalam hal 
penjatuhan pidana wajib dipertimbangkan pengaruh tindak pidana terhadap 
korban atau keluarga korban.  KUHP juga tidak merumuskan jenis pidana 
restitusi (ganti rugi) yang sebenarnya sangat bermanfaat bagi korban atau 
keluarganya.  Rumusan Pasal-pasal dalam KUHP cenderung berkutat pada 
rumusan tentang tindak pidana, pertanggungjawaban dan ancaman pidana. 
 KUHP perlu secara eksplisit atau jelas merumuskan bentuk perlindungan 
hukum bagi korban secara lebih konkrit, antara lain dalam hal penjatuhan 
pidana wajib dipertimbangkan pengaruh tindak pidana terhadap korban dan 
keluarga korban.  KUHP juga perlu merumuskan jenis pidana restitusi (ganti 
rugi) atau kompensasi yang akan sangat bermanfaat bagi korban dan/atau 
keluarga korban. 
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2. Undang-undang No.23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (UUPA) 
Anak adalah suatu potensi tumbuh kembang suatu bangsa di masa 
depan, yang memiliki sifat dan ciri khusus. Rentannya anak (khususnya anak 
perempuan) terhadap segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan seksual 
yang dalam hal ini adalah perkosaan, membuat negara harus secara khusus 
memberikan perlindungan khusus terhadap anak. Kekhususan ini terletak 
pada sikap dan perilakunya di dalam memahami dunia yang mesti 
dihadapinya,  sehingga anak patut diberi perlindungan secara khusus oleh 
negara dengan undang-undang. 
Perkembangan zaman dan kebutuhan akan perlindungan anak yang 
semakin besar mendesak kita untuk memikirkan secara lebih, akan hak-hak 
anak karena di bahu merekalah masa depan dunia tersandang. Anak yang 
diatur dalam Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak 
yang selanjutnya disebut dengan UUPA adalah orang yang belum berusia 18 
tahun, termasuk anak yang masih berada dalam kandungan. Hal ini karena 
UUPA juga melindungi keperdataan anak dimana aturan ini berhubungan 
dengan aturan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yakni aturan 
mengenai Orang, dimana apabila kepentingan anak menghendaki, anak yang 
berada dalam kandungan seorang perempuan dianggap telah ada, sedangkan 
anak yang mati pada saat dilahirkan dianggap tidak pernah ada, sehingga anak 
di dalam UUPA ini diatur batasan usianya dari sejak dalam kandungan seorang 
perempuan hingga usia 18 tahun. 
Kekerasan seksual terhadap anak sangat merugikan, karena 
menyangkut masa depannya.  Dengan adanya akibat-akibat tersebut di atas, 
maka di dalam UUPA terdapat Pasal-pasal yang memberikan perlindungan 
khusus, antara lain: 
a. Pasal 59 
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“Pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung 
jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi 
darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok 
minoritas dan terisolasi, anak tereksploitasi secara ekonomi dan/atau 
seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban 
penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya 
(napza), anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak 
korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang 
cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran”. 
 
Unsur-unsur pasal di atas adalah : 
1) Perlindungan Khusus yang diberikan kepada anak adalah tanggung 
jawab dari pemerintah dan lembaga lain yang berhubungan dengan 
perlindungan anak; 
2) Anak yang diberi perlindungan khusus antara lain : 
a.  Anak yang dalam situasi darurat; 
b. Anak yang berhadapan dengan hukum; 
c. Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi; 
d. Anak tereksploitasi ekonomi dan/atau seksual; 
e. Anak yang diperdagangkan; 
f. Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alcohol, 
psikotropika, dan zat aditif lainnya (napza); 
g. Anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan; 
h. Anak korban kekerasan fisikdan/atau mental; 
i. Anak yang menyandang cacat; dan 
j. Anak korban perlakuan salah dan penelantaran. 
Pasal 59 menyebutkan bahwa anak yang mendapatkan 
perlindungan khusus adalah anak yang terekploitasi seksual dan anak yang 
menjadi korban kekerasan fisik dan mental, sehingga unsur perkosaan 
secara tidak langsung sudah diatur. Dalam UUPA tidak ada istilah 
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perkosaan terhadap anak, tetapi menggunakan istilah persetubuhan 
sebagaimana telah disebutkan di dalam Pasal 81 yang mengatur tentang 
ketentuan pidananya. Selain itu, yang mempunyai kewajiban dan 
bertangungjawab penuh terhadap perlindungan khusus terhadap anak 
adalah pemerintah dan lembaga lain yang bekaitan dengan perlindungan 
anak, misalnya Komisi Perlindungan Anak Indonesia. 
Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) adalah lembaga 
independen yang kedudukannya setingkat dengan Komisi Negara yang 
dibentuk berdasarkan amanat Pasal 74  UU No. 23 Tahun 2002 dalam 
rangka untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan perlindungan 
anak di Indonesia. Lembaga ini bersifat independen, tidak boleh 
dipengaruhi oleh siapa dan darimana serta kepentingan apapun. Adapun 
tugas dan wewenang KPAI adalah (Pasal 75) : 
a. Melakukan sosialisasi seluruh ketentuan peraturan  perundang-
undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak, mengumpulkan  
data dan informasi, menerima pengaduan masyarakat, melakukan 
penelaahan, pemantauan, evaluasi dan pengawasan terhadap  
pelanggaran perlindungan anak; 
b.  Memberikan laporan, saran, masukan dan pertimbangan kepada 
presiden  dalam rangka perlindungan anak. 
Dengan adanya KPAI, diharapkan dapat melindungi anak yang 
menjadi korban perkosaan, sehingga anak sebagai penerus masa depan 
bangsa merasa keadilan benar-benar ditegakkan. Hal tersebut menyangkut 
apa yang dilakukan pelaku perkosaan dengan akibat-akibat jangka penjang 
yang timbul akibat perkosaan (hubungan causalitas). 
b. Pasal 64 
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Ayat (1) : “Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan 
hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 meliputi anak 
yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana, 
merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan 
masyarakat”. 
Ayat (2) :  “Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan 
hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan 
melalui : 
a. perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan 
martabat dan hak-hak anak; 
b. penyediaan petugas pendamping khusus anak sejak dini; 
c. penyediaan sarana dan prasarana khusus; 
d. penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang 
terbaik bagi anak; 
e. pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap 
perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum; 
f. pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan 
dengan orang tua atau keluarga; dan 
g. perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media 
massa dan untuk menghindari labelisasi”. 
Ayat (3)  :  “Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban tindak 
pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan 
melalui :  
a. upaya rehabilitasi, baik dalam lembaga maupun di luar 
lembaga; 
b. upaya perlindungan dari pemberitaan identitas melalui 
media massa dan untuk menghindari labelisasi; 
c. pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi 
ahli, baik fisik, mental, maupun sosial; dan 
d. pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi 
mengenai perkembangan perkara.” 
Pasal 64 ayat (1) menjelaskan tentang anak yang berhadapan 
dengan hukum yang telah disebutkan dalam Pasal 59, salah satunya adalah 
anak tindak pidana, sehingga anak yang menjadi korban tindak pidana 
perkosaan termasuk diatur di dalam pasal tersebut. 
Pasal 64 ayat (2) menyebutkan perlindungan khusus bagi anak yang 
berhadapan dengan hukum, yaitu : 
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a. perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-
hak anak; 
b. penyediaan petugas pendamping khusus anak sejak dini; 
c. penyediaan sarana dan prasarana khusus; 
d. penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak; 
e. pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan 
anak yang berhadapan dengan hukum; 
f.   pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang 
tua atau keluarga; dan 
g. perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan 
untuk menghindari labelisasi. 
Di dalam Pasal 64 ayat (3), mengatur tentang pelaksanaan dari 
perlindungan khusus bagi anak korban tindak pidana, termasuk anak yang 
menjadi korban perkosaan, yaitu : 
a. upaya rehabilitasi, baik dalam lembaga maupun di luar lembaga; 
b. upaya perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa 
dan untuk menghindari labelisasi; 
c. pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli, baik 
fisik, mental, maupun sosial; dan 
d. pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai 
perkembangan perkara. 
Dapat diketahui bahwa di dalam Undang-undang No.23 Tahun 2002 
Tentang Perlindungan Anak telah menyebutkan perlindungan hukum 
terhadap anak yang menjadi korban perkosaan (persetubuhan) berupa 
pemberian Perlindungan Khusus (telah dijelaskan di atas) terhadap anak yang 
dalam hal ini merupakan kewajiban dan tanggungjawab dari Pemerintah dan 
lembaga lain yang berkaitan dengan perlindungan anak. 
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3. Undang-undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam 
Rumah Tangga (UU PKDRT) 
Sejak disahkannya UU PKDRT pasa tanggal 22 September 2004, 
Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) digolongkan sebagai perbuatan yang 
bisa dipidana. Undang-undang ini melengkapi beberapa hal yang belum ada 
dalam KUHP. Jika selama ini hanya kekerasan secara fisik (penganiayaan 
terhadap anggota keluarga di dalam Pasal 356 ke-1 KUHP) yang dapat dikenai 
pidana, maka selain kekerasan fisik, undang-undang ini juga mengakomodasi 
kekerasan psikologis, seksual, dan penelantaran keluarga (secara ekonomi) 
sebagai tindak kekerasan yang diancam dengan pidana. 
Undang-Undang PKDRT ini menyebutkan bahwa Kekerasan dalam 
Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama 
perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara 
fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk 
ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan 
kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga, 
tercantum di dalam Pasal 1 ayat (1). Dengan pengertian tersebut, maka di 
dalam lingkup rumah tangga pun dapat terjadi suatu tindak pidana perkosaan. 
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Di dalam Pasal 2 ayat (2), lingkup rumah tangga dalam Undang-Undang 
ini meliputi : 
a. Suami, isteri, dan anak (termasuk anak angkat dan anak tiri); 
b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang 
sebagaimana dimaksud dalam huruf a karena hubungan darah, 
perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam 
rumah tangga (mertua, menantu, ipar dan besan); dan/atau 
c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah 
tangga tersebut (Pekerja Rumah Tangga). 
Pasal 2 ayat (2) menyebutkan siapa saja yang termasuk di dalam 
lingkup rumah tangga, sehingga apabila terjadi suatu kekerasan, maka 
UUPKDRT berlaku kepadanya, yaitu suami, isteri, dan anak baik anak tersebut 
anak angkat maupun anak tiri; orang yang mempunyai hubungan darah, 
perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, ataupun yang menetap 
dalam rumah tangga, baik mertua, ipar atau besan. Selain itu, pembantu 
rumah tangga juga termasuk orang-orang yang dilindungi oleh UUPKDRT 
apabila terjadi kekerasan. “Secara eksplisit sudah diakui bahwa kekerasan 
dalam rumah tangga yang paling banyak terjadi ialah kekerasan yang 
menimpa perempuan, khususnya terhadap istri” (Anjar S, 2008:87). 
Bentuk-bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga diatur di dalam Pasal 
5, yaitu: 
a. Kekerasan fisik; 
b. Kekerasan psikis; 
c. Kekerasan seksual; atau 
d. Penelantaran rumah tangga 
Terdapat 4 (empat) kekerasan yang diancam dengan pidana dalam 
undang undang ini yaitu kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual 
dan penelelantaran rumah tangga. Kekerasan fisik adalah perbuatan yang 
mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat (Pasal 6). Kekerasan 
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psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa 
percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, 
dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang (Pasal 7), sedangkan 
kekerasan seksual adalah setiap perbuatan yang berupa pemaksaan hubungan 
seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar dan/atau tidak 
disukai, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan 
komersial dan/atau tujuan tertentu. Zaenal Ahmad dalam artikelnya 
mengemukakan bahwa: 
“Masuknya penelantaran rumah tangga yang digolongkan sebagai kekerasan 
tersebut merupakan manifestasi asas penghormatan hak asasi manusia, 
keadilan dan kesetaraan gender serta asas non diskriminasi yang dianut 
undang undang ini sekaligus merupakan pengejewantahan politik hukum 
Indonesia dalam rangka meningkatkan peran serta kaum perempuan di 
tengah masyarakat. Mengingat 3 (tiga) kekerasan lainnya diketahui telah 
diatur dalam KUHP” (http://bumicakra.blogspot.com/2009/04/mengenal-
undang-undang-no-23-tahun-2004.html).  
Mengerucut ke pokok masalah yang ada, disebutkan adanya kekerasan 
seksual yang terjadi di dalam ruang lingkup rumah tangga. Kekerasan seksual 
tersebut meliputi (Pasal 8): 
a. Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang 
menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut; 
b. Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup 
rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau 
tujuan tertentu. 
Kekerasan seksual terhadap istri yang terjadi dalam rumah tangga 
lebih dikenal dengan istilah marital rape atau diartikan secara harfiah adalah 
pemerkosaan dalam rumah tangga. Marital Rape sendiri merupakan suatu 
istilah yang berkembang di masyarakat dimana dianggap telah terjadi 
pemerkosaan dalam rumah tangga atau yang terjadi dalam perkawinan 
dimana pada posisi seorang suami yang memaksa dengan kekerasan pada 
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istrinya untuk melakukan hubungan seksual pada saat istri tidak 
menghendakinya atau di saat istri tidak menghendaki melakukan hubungan 
seksual dengan cara-cara yang tidak wajar atau tidak disukai istri. 
Pasal 8 menjelaskan bahwa kekerasan seksual meliputi pemaksaan 
hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam 
lingkup rumah tangga tersebut (seperti istri, anak dan pekerja rumah tangga). 
Selanjutnya dalam penjelasan Pasal 8 huruf a UU PKDRT, dijelaskan bahwa 
kekerasan seksual adalah setiap perbuatan yang berupa pemaksaan hubungan 
seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar dan/atau tidak 
disukai, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan 
komersil dan/atau tujuan tertentu. 
Korban perkosaan di dalam rumah tangga, membutuhkan suatu 
perlindungan agar hak-haknya sebagai manusia dapat dilindungi. Adapaun 
hak-hak dari korban KDRT tercantum di dalam Pasal 10 yang berbunyi : 
Korban berhak  mendapatkan : 
a. perlindungan dari pihak keluarga,  kepolisian, kejaksaan, pengadilan, 
advokat, lembaga sosial, atau  pihak lainnya baik sementara maupun 
berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan; 
b. pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis; 
c. penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban;  
d. pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan  hukum pada setiap tingkat 
proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan  peraturan perundang-
undangan; dan 
e.  pelayanan bimbingan rohani.  
Diketahui bahwa untuk memberikan perlindungan terhadap korban, 
maka tidak lepas dari peran pihak lain, seperti keluarga, kepolisian, kejaksaan, 
dan pihak yang lain. Adapun pihak-pihak yang bersangkutan tersebut dengan 
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perannya dalam memberikan perlindungan terhadap korban dapat dijelaskan 
sebagai berikut ini: 
a. Kepolisian  
1) memberikan perlindungan sementara kepada korban, seperti yang 
tertuang di dalam Pasal 16 ayat (1) yang berbunyi : 
“Dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak 
mengetahui atau menerima laporan kekerasan dalam rumah tangga, 
kepolisian wajib segera memberikan perlindungan sementara pada 
korban.” 
2) Memberikan keterangan yang sejelas-jelasnya kepada korban tentang 
hak-haknya mendapatkan pelayanan dan pendampingan sesuai Pasal 18 
yang berbunyi : 
“Kepolisian wajib memberikan keterangan kepada korban tentang hak 
korban untuk  mendapat pelayanan dan pendampingan.” 
3) Melakukan penyelidikan atas aduan korban tentang adanya tindak 
pidana perkosaan, sesuai dengan Pasal 19 yang berbunyi : 
Kepolisian wajib segera melakukan penyelidikan setelah mengetahui 
atau menerima laporan tentang terjadinya kekerasan  dalam rumah 
tangga 
4) Kepolisian dapat menangkap untuk selanjutnya melakukan penahanan 
tanpa surat perintah terhadap pelaku yang diyakini telah melanggar 
perintah perlindungan, walaupun pelanggaran tersebut tidak dilakukan 
di tempat polisi itu bertugas (Pasal 35 ayat (1)). 
5) dapat menangkap pelaku dengan bukti permulaan yang cukup karena 
telah melanggar perintah perlindungan (Pasal 35 ayat (1)). 
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b. Tim Medis (Pelayan Kesehatan) 
1) memeriksa kesehatan korban sesuai dengan standar profesinya (Pasal 
21 ayat (1) butir a); 
2) membuat laporan tertulis hasil pemeriksaan terhadap korban dan   
visum et repertum atas permintaan penyidik kepolisian atau surat 
keterangan medis yang memiliki kekuatan hukum yang sama sebagai 
alat bukti (Pasal 21 ayat (1) butir b). 
 
c. Pekerja Sosial diatur di dalam Pasal 22 ayat (1) 
1) melakukan konseling untuk menguatkan dan memberikan rasa aman 
bagi korban; 
2) memberikan informasi  mengenai hak-hak korban untuk mendapatkan 
perlindungan dari  kepolisian dan penetapan perintah perlindungan dari 
pengadilan; 
3) mengantarkan korban ke rumah aman atau tempat tinggal alternatif; 
dan 
4) melakukan koordinasi yang terpadu dalam memberikan layanan kepada 
korban dengan pihak kepolisian, dinas sosial, lembaga sosial yang 
dibutuhkan korban. 
 
d. Relawan pendamping (Pasal 23) 
 
1) menginformasikan kepada korban akan haknya untuk mendapatkan 
seorang atau beberapa orang pendamping; 
2) mendampingi korban di tingkat penyidikan, penuntutan atau tingkat 
pemeriksaan pengadilan dengan membimbing korban untuk secara 
objektif dan lengkap memaparkan kekerasan dalam rumah tangga yang 
dialaminya; 
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3) mendengarkan secara empati segala penuturan korban sehingga korban 
merasa aman didampingi oleh pendamping; dan 
4) memberikan dengan aktif penguatan secara psikologis dan fisik kepada 
korban. 
 
e. Pembimbing Rohani 
Pembimbing rohani dibutuhkan agar korban tetap kuat imannya. Hal ini 
diperlukan untuk mencegah korban melakukan hal-hal yang 
membahayakan, misalnya bunuh diri. Dengan tetap mengingat kepada 
Tuhan, maka hal tersebut bisa dicegah. Pembimbing rohani diatur di dalam 
Pasal 24, yang berbunyi : 
“Memberikan pelayanan, pembimbing rohani harus memberikan 
penjelasan mengenai hak, kewajiban, dan memberikan penguatan iman 
dan taqwa kepada korban.” 
 
f. Advokat (Pasal 25) 
1) memberikan konsultasi hukum yang mencakup informasi mengenai hak-
hak korban dan proses peradilan; 
2) mendampingi korban di tingkat penyidikan, penuntutan, dan 
pemeriksaan dalam sidang pengadilan dan membantu korban untuk 
secara lengkap memaparkan kekerasan dalam rumah tangga yang 
dialaminya; atau  
3) melakukan koordinasi dengan sesama penegak hukum, relawan 
pendamping, dan pekerja sosial agar proses peradilan berjalan 
sebagaimana mestinya. 
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g. Pengadilan  
1) Pengadilan menegeluarkan surat penetapan perlindungan. Hal ini diatur 
di dalam Pasal 28, yang berbunyi : 
“Ketua pengadilan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sejak 
diterimanya permohonan wajib mengeluarkan surat penetapan yang 
berisi perintah perlindungan bagi korban dan anggota keluarga lain, 
kecuali  ada alasan yang patut.” 
2) Menetapkan suatu kondisi khusus dari perintah perlindungan (Pasal 31 
ayat (1) butir a). 
3) Memperpanjang perintah perlindungan (Pasal 32 ayat (2)). 
4) Menyatakan satu atau lebih tambahan perintah perlindungan (Pasal 33 
ayat (1)). 
5) Berdasarkan pertimbangan bahaya yang mungkin timbul, pengadilan 
dapat menyatakan satu atau lebih tambahan kondisi dalam perintah 
perlindungan (Pasal 34 ayat (1)).  
Rumusan Pasal-pasal di atas menunjukkan bahwa dengan adanya 
UUPKDRT, kekerasan seksual yang menjurus ke tindak pidana perkosaan 
dapat ditekan. Perlindungan-pelindungan yang diberikan baik oleh kepolisan, 
relawan pendamping, tenaga medis, maupun  advokat telah disebutkan 
dengan jelas. Hal itu mengindikasikan bahwa UUPKDRT telah melindungi 
korban-korban perkosaan dalam rumah tangga (marital rape).  
Mengenai ancaman pidana bagi pelaku, ditegaskan dalam Pasal 46 UU 
PKDRT ini yang menyatakan para pelaku pemaksaan hubungan seksual dalam 
rumah tangga diancam pidana yakni pidana penjara paling lama 12 (dua belas 
tahun) atau denda paling banyak Rp 36.000.000 (tiga puluh enam juta rupiah). 
Selain itu, di dalam Pasal 53 yang berbunyi “Tindak pidana kekerasan seksual 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 yang dilakukan oleh suami terhadap 
isteri atau sebaliknya merupakan delik aduan”. Delik aduan merupakan 
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perbuatan pidana tersebut baru dikenai sanksi hukum apabila terjadi 
pengaduan dari pihak yang dirugikan. Pihak yang dirugikan yang dimaksudkan 
adalah korban dari KDRT itu sendiri, sehingga perlu peran aktif dari korban. 
”Apabila tidak ada keberanian dari korban untuk membawa persoalan kepada 
penyidik, maka kepolisian tidak dapat melakukan proses hukum, kecuali jika 
kekerasan yang dilakukan mengakibatkan korban sakit, luka berat, atau 
meninggal dunia” (Sri Lestari Rahayu, 2008:102).  
4. Undang-undang No.13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban 
(UUPSK) 
Selama ini banyak kasus perkosaan tidak pernah tersentuh proses 
hukum untuk disidangkan karena tidak ada satupun saksi maupun korban 
yang berani mengungkapkannya, sementara bukti lain yang didapat penyidik 
kurang memadai. Ancaman penganiayaan, penculikan korban, saksi atau 
anggota keluarganya hingga pembunuhan menjadi alasan utama yang 
membuat korban perkosaan takut untuk terlibat dalam memberikan 
kesaksian.  
Di dalam kasus perkosaan, korban perkosaan juga merupakan saksi di 
dalam proses pemeriksaan di pengadilan. Oleh karena itu, perlu adanya suatu 
perlindungan hukum yang konkret atau nyata agar korban tidak merasa takut 
dan terlindungi. Di dalam Pasal 184 ayat (1) huruf a KUHAP telah 
menempatkan pentingnya kedudukan saksi sebagai alat bukti yang utama 
dalam perkara pidana, oleh karena keutamaan peranan saksi di dalam perkara 
pidana sangat wajar kedudukan saksi dan korban haruslah dilindungi.  
Selama ini, saksi hanya dibebani kewajiban dan tidak mempunyai hak. 
Hal ini seperti dapat dilihat di dalam Pasal 224 KUHP: “Barangsiapa dipanggil 
sebagai saksi, ahli atau juru bahasa menurut undang-undang dengan sengaja 
tidak memenuhi kewajiban berdasarkan undang-undang yang harus 
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dipenuhinya, dalam perkara pidana, diancam dengan pidana penjara paling 
lama sembilan bulan…”.  
Unsur-unsur Pasal 224 KUHP adalah : 
a. unsur barang siapa adalah setiap orang yang dapat memberikan 
keterangan guna kepentingan penyidik penuntutan dan peradilan tentang 
suatu perkara pidana yang dia dengar sendiri, dia lihat sendiri, dan dia 
alami sendiri; dan 
b. dipanggil sebagai saksi, ahli atau juru bahasa dalam proses pemeriksaan 
dan berkewajiban memenuhinya berdasarkan undang-undang yang harus 
dipenuhinya dalam perkara pidana. 
Berdasarkan alasan itulah kemudian lahirlah UU No.13 Tahun 2006 
Tentang Perlindungan Saksi dan Korban (UUPSK) dan dibentuk pula Lembaga 
Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) adalah jelas dimaksudkan untuk itu. 
Hak-hak saksi dan korban telah diatur di dalam UUPSK. Hak-hak yang dimiliki 
saksi atau korban dalam UUPSK meliputi (Pasal 5): 
a. Seorang Saksi dan Korban berhak (Ayat 1): 
1) Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga dan harta 
bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan 
kesaksiannya yang akan, sedang, atau telah diberikannya; 
2) Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan 
dan dukungan keamanan; 
3) Memberikan keterangan tanpa tekanan; 
4) Mendapat penerjemah; 
5) Bebas dari pertanyaan yang menjerat;  
6) Mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus; 
7) Mendapat informasi mengenai putusan pengadilan; 
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8) Mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan; 
9) Mendapat identitas baru;  
10) Mendapat tempat kediaman baru;  
11) Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan 
kebutuhan;  
12) Mendapat nasihat hukum; dan/atau  
13) Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu 
perlindungan berakhir. 
b. Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada saksi dan/atau 
korban tindak pidana dalam kasus-kasus tertentu sesuai dengan keputusan 
LPSK (Ayat 2). 
Pasal 5 ayat (1) telah menyebutkan hak dari seorang saksi dan korban. 
Korban perkosaan memerlukan hak-hak tersebut di atas sebagai upaya 
perlindungan hukum agar rasa keadilan dapat tercapai.  
”Menurut Undang-undang tersebut diatas, meskipun hak-hak dan 
kepentingan korban, telah dikuasakan pada LPSK, namun kenyataannya dalam 
Sistem Peradilan Pidana, korban tetap sebagai figuran atau hanya saksi 
(korban) dalam persidangan, karena hak-hak dan kepentingan korban dalam 
peradilan (pidana) masih di wakili oleh Polisi dan Jaksa” (Tri Hermintadi, 
2006:12). Pasal 5 ayat (2) mengatur tentang siapa saja yang berhak 
mendapatkan perlindungan dari LPSK. Pasal juga menyebutkan hanya kasus-
kasus tertentu saja sesuai dengan keputusan LPSK, padahal LPSK merupakan 
lembaga yang bertugas dan berwenang memberikan dan hak-hak lain kepada 
saksi atau korban (Pasal 1 butir 3 UUPSK). Diperkuat juga dengan pernyataan 
dari Wakil Ketua LPSK I Ketut Sudiharsa, SH “kasus yang ditangani LPSK adalah 
kriminal, terorisme, narkotika, HAM berat hanya untuk korban, dan kejahatan 
lain untuk syarat” 
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( http://www.lpsk.go.id/humas/index.php?option=com / 9 November 2009).  
Diketahui bahwa kasus-kasus tertentu yang disebutkan di dalam Pasal 
5 ayat (2) adalah tindak pidana kriminal, terorisme, narkotika, korban HAM 
berat, dan kejahatan lain untuk syarat. Korban perkosaan sendiri tidak 
termasuk sebagai korban yang harus dilindungi oleh LPSK dikarenakan hanya 
kasus-kasus tertentu saja yang korbannya dapat dilindungi LPSK. Hal tersebut 
yang menyebabakan UUPSK tidak melindungi korban perkosaan, walaupun 
sebenarnya sudah ada pengaturan hak-hak dari seorang saksi maupun korban. 
Kenyataannya, memasukkan saksi atau saksi korban ke dalam program 
perlindungan saksi sangat banyak kendalanya, hal ini dikarenakan masalah 
kesulitan kesediaan dari saksi atau dari saksi korban untuk masuk ikut 
program perlindungan saksi dari LPSK. ”Ketika seorang saksi atau korban 
menyatakan diri ikut masuk program perlindungan, ia harus sepakat tentang 
persyaratan standard yang telah ditentapkan oleh Undang-undang 
Perlindungan Saksi dan Korban” (Sofyan Lobis, 2008 :2). 
Mengenai upaya perlindungan saksi LPSK tersebut, saksi atau korban 
harus bersedia memutuskan hubungan dengan setiap orang yang dikenalnya 
jika keadaan menghendaki. Hal ini diatur di dalam Pasal 30 ayat (2) huruf c UU 
No.13 Tahun 2006, dimana saksi atau korban yang berada dalam program 
perlindungan akan dipindahkan ke tempat persembunyian yang benar-benar 
aman dan akan memutuskan hubungan dengan siapapun, sehingga tidak ada 
orang lain yang mengenalnya, meskipun keluarga inti (suami, isteri dan 
anaknya) dimungkinkan diikutsertakan dalam persembunyian. Pemutusan 
hubungan dengan orang lain sangat dimungkinkan bahkan termasuk 
memberikan kehidupan baru dengan mengubah indentitas dan tempat tinggal 
yang baru setelah mereka bersaksi di persidangan. Pemberian indentitas baru 
ini dimaksudkan agar pelaku kehilangan jejak untuk tidak dapat mencelakakan 
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saksi atau saksi korban pada saat pelaku bebas dari pidana penjara. Sofyan 
lobis mengemukakan bahwa : 
Pemberian indentitas baru ini dimaksudkan agar pelaku kehilangan jejak 
untuk tidak dapat mencelakakan saksi atau saksi korban pada saat / waktu 
pelaku bebas dari hukuman penjara. Mengingat resiko atau konsekuensi yang 
lumayan besar, maka sekalipun seorang saksi atau saksi korban telah 
menyatakan bersedia masuk program perlindungan saksi, belum tentu setiap 
saksi atau saksi korban bersedia untuk mengorbankan kehidupan yang 
sebesar itu, sehingga UU No.13 tahun 2006 dan lahirnya Lembaga 
Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dalam praktiknya akan mendapatkan 
kesulitan bahkan dilema dari para saksi dan/atau saksi korban itu sendiri yang 
membuat LPSK kurang dapat menjalankan program perlindungan saksi sesuai 
dengan maksud dan tujuan UU No.13 Tahun 2006 tersebut. Belum lagi 
hambatan yang datang dari kurangnya anggaran/dana perlindungan saksi 
yang tersedia, serta Sumber Daya Manusia yang ada di LPSK yang karena 
lembaga tersebut masih baru tentu ”belum profesional” dalam menangani 
perlindungan saksi. Masalah lain yang mungkin dihadapi oleh LPSK adalah 
menyangkut tekanan psikologis yang dirasakan saksi/korban yang ada dalam 
perlindungannya sebagai akibat diputusnya hubungan saksi dengan pihak lain, 
termasuk keluarga. Dan masih banyak lagi potensi yang menjadi kendala bagi 
LPSK (Sofyan Lobis, 2008 :3). 
5. Rancangan Undang-undang KUHP Tahun 2008 (RUU KUHP) 
 Mengenai tindak pidana perkosaan di dalam RUU KUHP mengalami 
suatu perkembangan yang dirumuskan dalam Pasal 490 yang berbunyi 
sebagai berikut: 
Ayat (1)  Dipidana karena melakukan tindak pidana perkosaan, dengan 
pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 
(dua belas) tahun: 
a. laki-laki yang melakukan persetubuhan dengan perempuan di 
luar perkawinan, bertentangan dengan kehendak perempuan 
tersebut; 
b. laki-laki yang melakukan persetubuhan dengan perempuan di 
luar perkawinan, tanpa persetujuan perempuan tersebut; 
c. laki-laki yang melakukan persetubuhan dengan perempuan, 
dengan persetujuan perempuan tersebut, tetapi persetujuan 
tersebut dicapai melalui ancaman untuk dibunuh atau dilukai; 
d. laki-laki yang melakukan persetubuhan dengan perempuan, 
dengan persetujuan perempuan tersebut karena perempuan 
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tersebut percaya bahwa laki-laki tersebut adalah suaminya yang 
sah; 
e. laki-laki yang melakukan persetubuhan dengan perempuan yang 
berusia di bawah 14 (empat belas) tahun, dengan 
persetujuannya; atau 
 f. laki-laki yang melakukan persetubuhan dengan perempuan, 
padahal diketahui bahwa perempuan tersebut dalam keadaan 
pingsan atau tidak berdaya. 
Ayat (2) Dianggap juga melakukan tindak pidana perkosaan, jika dalam 
keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) : 
a. laki-laki memasukkan alat kelaminnya ke dalam anus atau mulut 
perempuan; atau  
b. laki-laki memasukkan suatu benda yang bukan merupakan 
bagian tubuhnya ke dalam vagina atau anus perempuan. 
Pasal 490 RUU KUHP tampaknya belum secara nyata dapat melindungi 
perempuan. Perempuan dapat dibedakan berdasarkan umur dan fisik 
maupun status, yaitu sebagai berikut : 
a. Perempuan belum dewasa yang masih perawan; 
b. Perempuan dewasa yang masih perawan; 
c. Perempuan yang sudah tidak perawan lagi; 
d. Perempuan yang sedang bersuami. 
Perbedaan tersebut di atas akan lebih dirasakan adil jika dikaitkan 
dengan akibat yang dialami oleh korban. Kemungkinan pembuat undang-
undang menyerahkan sepenuhnya kepada hakim yang mengadilinya. Setiap 
hakim memiliki persepsi yang berbeda-beda, sehingga sering kali hak-hak 
korban dilupakan karena seringnya membacakan hak-hak terdakwa saja, 
padahal justru hak-hak korban yang seharusnya lebih diperhatikan. Selain itu, 
pembahasan RUU KUHP belum juga selesai hingga saat ini, sehingga belum 
sah menjadi sebuah undang-undang yang dapat diberlakukan. 
Di dalam RUU KUHP tahun 2008, rumusan perkosaan ini lebih 
diperluas. Perkosaan tidak hanya berupa penetrasi alat kelamin laki-laki ke 
dalam vagina saja, tetapi termasuk juga penetrasi alat kelamin laki-laki ke 
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anus atau mulut perempuan, serta memasukkan benda yang bukan 
merupakan bagian tubuhnya ke dalam vagina atau anus perempuan. 
RUU KUHP sayangnya tidak mengikutkan perbuatan seperti 
memasukkan bagian-bagian tertentu dari tubuh seseorang (selain alat 
kelamin) ke dalam alat kelamin, anus, atau mulut seseorang atau memaksa 
seseorang melakukan hubungan seksual dengan binatang sebagai bentuk dari 
perkosaan. 
Seharusnya dengan dasar tidak adanya persetujuan diantara mereka, 
maka bentuk-bentuk tersebut dapat dikategorikan perkosaan. Berkaitan 
dengan perkosaan dengan kalimat “..yang bukan istrinya…”, KUHP Pasal 285 
tidak mengakui perkosaan yang terjadi dalam ikatan perkawinan (marital 
rape), artinya ketentuan ini hanya melihat perkosaan dari status 
perkawinannya. Hal ini didasarkan pada anggapan bahwa tugas istri adalah 
melayani suami baik suka maupun  tidak suka. 
Dalam perkembangannya, Pasal 490 huruf f RUU KUHP melarang laki-
laki melakukan persetubuhan di luar perkawinan dengan perempuan dalam 
kondisi pingsan atau tak berdaya, artinya RUU KUHP ternyata masih belum 
secara tegas mengakui adanya perkosaan dalam perkawinan, bila kondisi 
istrinya sedang pingsan atau tidak berdaya. Pasal ini menunjukkan 
ketidakkonsistenan RUU KUHP berkaitan dengan pasal perkosaan khususnya 
perkosaan dalam perkawinan (marital rape), apalagi bila mencermati 
penjelasan dari pasal tersebut yang menyebutkan bahwa semua bentuk 
kejahatan tersebut tidak termasuk perkosaan dalam perkawinan (marital 
rape). 
Dari penjelasan di atas, tidak ada pengaturan tentang korban tindak 
pidana perkosaan, sehingga RUU KUHP pun dianggap belim melindungi 
korban perkosaaan. Hanya saja, di dalam RUU KUHP terdapat pengembangan 
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dari pengertian perkosaan dan minimal penjatuhan pidana terhadap pelaku 
perkosaan. 
B. Bentuk dan Pelaksanaan Perlindungan Hukum terhadap Korban    Tindak 
Pidana Perkosaan 
 
Perlindungan Terhadap Korban menurut Barda Nawawi dapat dilihat dari 
dua makna yaitu (Barda Nawawi Arief, 1996:34):  
1. Perlindungan hukum untuk tidak menjadi korban tindak pidana lagi (berarti 
perlindungan hak asasi manusia (HAM) atau kepentingn hukum seseorang); 
2. Perlindungan untuk memperoleh jaminan atau santunan hukum atas 
penderitaan /kerugian orang yang telah menjadi korban tindak pidana (jadi 
identik dengan penyantunan korban). Bentuk santunan itu dapat berupa 
pemulihan nama baik (rehabilitasi) pemulihan keseimbangan batin (antara 
lain dengan permaafan), pemberian ganti rugi (restitusi, kompensasi, jaminan 
atau santunan kesejahteraan sosial) dan sebagainya. 
Korban sebagai pihak yang dirugikan karena terjadinya tindak pidana 
sangat penting untuk dilindungi, sehingga sistem peradilan pidana perlu 
melakukan langkah-langkah perlindungan yang konkret terhadap korban yaitu 
dengan menjamin atau memberikan hak-hak kepada korban agar korban dapat 
membantu dalam pengungkapan perkaranya.  
Dari hasil penelitian di SPEK-HAM Surakarta, dapat diketahui bahwa 
kedudukan korban perkosaan baik anak maupun dewasa dapat menjadikan 
suatu hal yang khusus dalam memberikan upaya perlindungan hukum. Upaya 
perlindungan hukum yang diberikan SPEK-HAM sendiri adalah upaya 
pendampingan secara intensif dimana korban didampingi dalam proses 
pemeriksaan baik sejak di kepolisian hingga pengadilan. Pendamping merupakan 
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mereka yang terlibat dalam proses pengadaan layanan. Dengan pendampingan 
diharapkan korban akan memperoleh tempat untuk menumpahkan perasaan, 
kecemasan, kebingungan, kekhawatiran dan ketakutannya. Selain itu, korban 
juga dapat memperoleh perlindungan sampai korban tersebut mampu 
mengambil keputusan sendiri dengan tindakan apa yang merupakan solusi 
terbaik untuk menyelesaikan persoalannya. SPEK-HAM beranggapan bahwa 
seseorang yang mengalami kekerasan seksual biasanya juga secara bersamaan 
mengalami kekerasan fisik dan tentu akan meninggalkan trauma psikologis. 
Trauma akibat kekerasan biasanya diawali dengan gejala baik secara fisik 
maupun psikologis. Trauma secara fisik lebih mudah dilihat dan segera dapat 
penanganan secara medis. Berbeda dengan trauma psikologis yang lebih sulit 
untuk diketahui sehingga berdampak pada luka batin yang bisa juga membekas 
seumur hidupnya. 
Berbagai bentuk pendampingan atau layanan yang dapat dilakukan oleh 
SPEK-HAM untuk membantu korban perkosaan antara lain : 
1. Layanan Medis 
Korban perkosaan dimana terdapat adanya unsur kekerasan di 
dalamnya perlu mendapatkan layanan medis berupa pemeriksaan medis, yang 
dilakukan berkenaan dengan tubuh korban baik secara fisik maupun seksual 
sesuai dengan jenis kekerasan yang dialami, dan dapat juga gabungan dari 
keduanya. Pemeriksaan ini dilakukan oleh dokter umum, dokter ahli 
kandungan, atau dokter ahli forensik. SPEK-HAM tergabung dalam Pelayanan 
Terpadu Perempuan dan Anak Surakarta (PTPAS) bekerjasama dengan Rumah 
Sakit Muwardi Surakarta. Tujuan dari pemeriksaan ini adalah untuk 
mendapatkan gambaran tentang tanda-tanda kekerasan, tanda-tanda 
persetubuhan, tanda-tanda kedewasaan, pemeriksaan laboratorium dan 
untuk identifikasi pelaku. 
 lxxxviii
Surat keterangan VeR yang menyatakan tentang kondisi fisik korban, 
tanda-tanda setelah terjadi persetubuhan dapat diberikan oleh dokter. Surat 
keterangan ini akan sangat penting dalam proses pembuktian di pengadilan. 
Dokter tidak dibenarkan memberikan kesimpulan bahwa kondisi korban 
demikian akibat hasil perkosaan, karena harus ada pembuktian di pengadilan. 
Korban berhak mendapatkan informasi mengenai prinsip dan tujuan 
pemeriksaan. Korban atau keluarganya menandatangani lembar persetujuan 
medis, namun untuk korban yang telah berusia lebih dari 21 tahun dan tidak 
ada indikasi gangguan jiwa, maka harus menandatangai sendiri lembar 
persetujuan tersebut. 
Secara umum, untuk memeriksakan diri dan mendapatkan surat 
keterangan dari dokter harus mendapatkan surat keterangan terlebih dahulu 
dari kepolisian, akibatnya tidak jarang pemeriksaan yang dilakukan juga 
menjadi tertunda, sehingga tanda-tanda kekerasan sudah mulai hilang. 
2. Layanan Psikologis 
Korban perkosaan perlu mendapatkan bantuan penguatan psikologis 
untuk menghilangkan trauma. Tidak jarang diantaranya yang perlu 
mendapatkan bantuan untuk mengobati kondisi kejiwannya (dilakukan APPS – 
Aliansi Peduli Perempuan Sukowati Sragen) dalam jangka waktu yang relatif 
panjang.  
SPEK-HAM melakukan pendampingan psikologis ringan, biasanya 
dilakukan pada kasus baru (update) sampai korban bisa berpikir jernih, 
bertindak tenang dalam melanjutkan penanganan kasus. Sementara ketika 
korban mengalami guncangan psikologis berat, maka korban dirujuk ke 
psikolog atau psikiater sambil terus dipantau perkembangannya.  
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Keterlibatan ahli psikologi dan psikiater sangatlah penting dalam 
pemberian layanan bagi korban perkosaan. Terutama dalam memberikan 
keterangan berupa catatan hasil pemeriksaan psikologis, maupun keterangan 
tersebut digunakan sebagai alat bukti dipersidangan dengan mengeluarkan 
Visum et Repertum. 
3. Pendampingan Hukum 
Korban perkosaan seringkali merasa takut dan khawatir untuk 
menyelesaikan kasusnya secara hukum. Hal ini memang dapat dimaklumi, 
sebab hukum di Indonesia masih kurang memberikan perlindungan bagi 
korban maupun bagi para saksi yang memberikan kesaksian di kepolisian 
maupun pengadilan. Pengalaman SPEK-HAM membuktikan ada diantaranya 
yang melaporkan kasusnya atau member kesaksian tetapi justru mendapatkan 
ancaman kekerasan atau kekerasan yang lebih besar lagi dari pelaku. 
Proses pendampingan kasus yang dilakukan oleh SPEK-HAM melalui 
jalur hukum dilakukan dengan cara : 
a. Investigasi kasus (menggali masalah, membantu mengumpulkan alat-alat 
bukti baik bukti-bukti tertulis, saksi-saksi dan kesaksiannya, serta bukti-
bukti lain); 
b. Pendampingan korban ketika melaporkan kasus ke kepolisian; 
c. Pendampingan korban maupun saksi-saksi lain ketika diminta keterangan 
dalam proses pembuatan Berita Acara Pemeriksaan (BAP); 
d. Memonitor proses di Kejaksaan, berkoordinasi dengan Jaksa Penuntut 
Umum tentang sejauh mana kasus sudah ditangani, pasal dan peraturan 
mana saja yang didakwakan kepada pelaku; dan 
e. Pendampingan proses di pengadilan. 
 xc 
Di SPEK-HAM sendiri, mempunyai prosedur-prosedur dalam penanganan 
suatu kasus yang diterima. Untuk lebih jelasnya, prosedur penanganan kasus 
akan digambarkan melalui bagan berikut ini :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dapat dilihat dengan jelas bahwa korban dapat mengadukan secara 
langsung apa yang dialaminya baik dengan cara datang sendiri ke kantor SPEK-
HAM, telephon, mengirim surat atau email, dapat rujukan ke SPEK-HAM dari 
lembaga lain dimana korban disini lebih aktif untuk mendapatkan 
pendampingan. Setelah pengaduan diterima, maka secara formal harus 
membuat surat pengaduan yang surat tersebut digunakan oleh SPEK-HAM 
sebagai dasar dari konseling atau pendampingan lebih lanjut. Selain itu, SPEK-
HAM juga dapat memperoleh informasi dari media massa atau kabar-kabar di 
lapangan tentang korban kekerasan, sehingga SPEK-HAM sendiri merespon 
dan lebih aktif untuk melakukan penanganan lebih lanjut dengan cara 
memperkenalkan diri (personnya yang akan menjadi pendamping) dan 
perkenalan SPEK-HAM itu sendiri agar korban lebih mengenal dan mau 
dilakukan pendampingan terhadap dirinya. Setelah tahap-tahap dilalui, maka 
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antara korban atau keluarga korban dan pendamping dari SPEK-HAM sendiri 
bertemu untuk melengkapi data informasi kasus. 
Adapun tugas dari pendamping itu sediri adalah mengidentifikasi dan 
investigasi kebutuhan korban. Agar lebih jelas, dapat dilihat dalam gambar 
berikut ini:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 4. 
Fungsi pendampingan 
(SPEK-HAM) 
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Berdasarkan  gambar diatas, pendamping korban harus mengetahui 
benar apa yang dibutuhkan oleh si korban, sehingga korban merasa ada yang 
memperhatikan dan peduli dengan keadaannya dimana kemungkinan trauma 
dan depresi sangat mengganggu kejiwaan korban. Hal ini sangat penting, 
karena pendamping adalah orang yang paling dekat dengan korban dan 
dengan sendirinya akan dianggap korban sebagai teman curahan isi hatinya, 
sehingga korban mau bercerita apa yang dialami, walaupun kendala waktu 
yang panjang agar korban mengutarakan semua kekerasan yang dialaminya. 
Adanya pendamping yang berfungsi sebagai orang yang 
mengidentifikasi dan menginvestigasi kebutuhan korban, sangat 
memudahkan bagi pendamping untuk mengetahui kebutuhan korban. 
Disebutkan di atas kebutuhan psikologi dengan cara mendengarkan curhat 
korban, memberdayakan informasi yang ada, penyadaran gender, kemudian 
menggali dan menganalisa apa yang diucapkan oleh korban tersebut. 
Kebutuhan medis yaitu penanganan dan perawatan medis, jika tidak dapat 
melayani maka akan dirujuk ke lembaga medis. Kebutuhan akan pengetahuan 
hukum antara lain apabila korban ingin bercerai, maka korban akan 
didampingi selama proses perceraian. Apabila masih dalam proses 
pemeriksaan di kepolisian sampai pengadilan, maka korban didampingi 
selama proses pemeriksaan tersebut. Kebutuhan akan shelter (rumah aman) 
yang berguna agar korban jauh dari keramaian agar bisa menenangkan diri 
akibat suatu tindak pidana perkosaan yang menimpanya. 
Setelah pendamping melakukan identifikasi dan investigasi kebutuhan 
korban, maka dilakukan pendampingan berlanjut dimana semua kebutuhan 
korban harus diketahui oleh koordinator yang ditunjuk untuk penanganan 
kasus. Pendampingan berlanjut dapat digambarkan dalam bagan berikut ini : 
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Gambar 5. 
Pendampingan Berlanjut 
(SPEK-HAM) 
Berdasarkan gambar 5 yaitu Pendampingan Berlanjut, SPEK-HAM 
menunjuk koordinator  penanganan kasus yang harus mengetahui apakah 
kasus akan dilanjutkan atau tidak atas persetujuan dari korban. Apabila lanjut, 
maka korban harus membuat Surat Kuasa Pendampingan dan diberi materai 
agar sah dan mempunyai kekuatan hukum. Lalu pendamping melakukan 
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investigasi secara mendalam guna mengumpulkan bukti dan kemudian 
menganalisanya. Setelah proses investigsi mendalam, maka SPEK-HAM 
mempunyai dua opsi kuasa pendampingan, yaitu kuasa pendapingan biasa 
atau kuasa pendampingan khusus. Kuasa Pendapingan Biasa dapat dilakukan 
dengan cara konseling, mediasi, rumah sakit, psikolog, atau lembaga-lembaga 
terkait dalam kasus tersebut, sedangkan Kuasa Pendampingan Khusus antara 
lain pendampingan ke Kepolisian, Kejaksaan maupun ke Pangadilan Negeri 
atau Agama. 
Setelah proses penanganan di atas, maka kasus akan selesai atau 
berhenti. Perbedaannya terdapat pada adanya suatu putusan hakim. Apabial 
sudah ada putusan dari Pengadilan Negeri atau Agama, maka kasus selesai 
dan tugas pendamping adalah konseling lanjutan dan Support Group, tetapi 
apabila kasus berhenti bisa juga tidak ada lagi upaya dari korban untuk 
meneruskan proses pemeriksaan di Pengadilan, sehingga SPEK-HAM akan 
menunggu selama tiga bulan ditambah satu bulan. Sambil menunggu, 
pendamping harus tetap aktif menghubungi korban. Apabila dalam masa 
tunggu tersebut koeban tidak lagi berupaya untuk melanjutkan pemeriksaan 
di Pengadilan, maka SPEK-HAM membuat Surat Pencabutan Kuasa 
Pendampingan bermaterai. Selanjutnya, kasus ditutup atas kesepakatan 
antara Korban dengan SPEK-HAM.  
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 Penulis dalam hal ini akan mengambil salah satu kasus perkosaan yang 
ditangani oleh SPEK-HAM dimana SPEK-HAM mendampingi korban perkosaan 
secara intensif. 
Berikut ini adalah posisi kasus perkosaan yang terjadi dengan korban 
perkosaan bernama SH (bukan nama sebenarnya) dengan tersangka XX: 
Korban  : SH (bukan nama sebenarnya) 
Tersangka  : XX 
Tanggal kejadian : 17 November 2006 
Lokasi Kejadian : di tengah sawah di daerah Mojolaban 
Kronologis kasus : 
Saat korban pulang dari check-up rumah sakit Muwardi Solo jam 21.00 
di tengah sawah di daerah Mojolaban korban diperkosa oleh tersangka. 
Korban diancam jika tidak mau melayani maka akan dibunuh, toh di tengah 
sawah tidak ada orang yang melihat dan menolong. 
Korban dan tersangka sudah saling mengenal (teman). Awal 
perkenalan terjadi saat dalam bus perjalanan ke Matesih. Pada saat itu, 
korban baru pulang dari Pengadilan Agama dan di dalam bus berkenalan 
dengan tersangka. Setelah beberapa hari kejadian (pemerkosaan) tersangka 
kembali menghubungi korban lewat telepon, tersangka mengajak bertemu 
dengan nada mengancam jika tidak mau bertemu maka tersangka akan 
datang ke rumah korban dan menceritakan seluruh kejadian pada orang-
orang kampung. Akhirnya korban mau memenuhi permintaan tersangka 
untuk bertemu di dekat sawah barat desa korban. Tersangka bersama salah 
seorang temannya menemui korban untuk memberikan uang sejumlah 2,5 
juta dengan maksud agar kasus ini tidak dilaporkan pada polisi. 
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Korban tetap melaporkan kasus pemerkosaan yang menimpa dirinya 
ke Polsek Mojolaban, karena wilayah kejadian di Mojolaban. Dan telah 
dilakukan penyidikan kepada korban dan tersangka. Uang 2,5 juta sudah 
diserahkan kepada polisi sebagai barang bukti. Dihadapan polisi korban juga 
ditawari uang 12,5 juta oleh tersangka sebagai uang damai, namun lagi-lagi 
korban menolak tegas. Korban dihubungi kembali oleh tersangka diajak 
bertemu di sawah, tersangka dengan kedua orang temannya memaki-maki 
dan mengancam korban, katanya ayah korban akan diseret ke polisi. 
Pada bulan Juni (hari Sabtu, tanggalnya lupa), tersangka datang ke 
rumah korban untuk bertemu korban, ayah korban, dan keponakan korban 
(anak perempuan kakak korban) yang pada intinya tersangka merasa 
bersalah. 
Dalam kasus ini, korban menguasakan perkaranya pada pengacara 
Kadi Sukarna S.H, tetapi saat ini kuasa tersebut telah dicabut lewat sms 
(belum ada penandatanganan surat pencabutan). Saat ini, hal yang diinginkan 
korban adalah kasus ini dilanjutkan, karena kasus ini terhenti. Korban merasa 
ada ketidakadilan, hasil penyidikan Polsek Mojolaban sangat memojokkan 
korban. Suara korban tidak terdengar, hasil dari penyidikan semuanya adalah 
kesaksian tersangka, yang pada intinya berbeda dengan kesaksian korban. 
 Perkembangan kasus perkosaan terhadap korban SH dibuatkan suatu 
laporan tertulis. Berikut adalah laporan perkembangan Kasus SH yang 
tertuang dalam sebuah tabel. 
Tabel 1. 
LAPORAN PERKEMBANGAN KASUS SH (02/ADV/VII/2007) 
No Tanggal Penjelasan Proses 
Singkat 
Kendala Rekomendasi 
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1 5 juli 07 Korban (SH) datang ke 
SPEK-HAM meminta 
dukungan dan 
pendampingan atas 
kasusnya (perkosaan) 
agar segera diproses di 
Polres Karanganyar. 
 Akan segera 
ditindak 
lanjuti 
2 20 juli 07 Ke kantor hukum Kadi 
Sukarna, SH meminta 
informasi kronologi dan 
perkembangan kasus 
perkosaan atas SH. 
Diperoleh keterangan 
kalau Bpk Kadi sudah 
tidak lagi memegang 
kuasa atas kasus SH, 
sudah ada pencabutan 
kuasa  lewat SMS. Dari 
Bpk. Kadi diketahui 
bahwa korban SH 
berubah-ubah pikiran 
dalam hak tuntutan 
terhadap tersangka, dsb. 
Ada penjelasan dari 
korban pada awal 
konseling di SPEK-HAM 
soal uang 12,5 juta yang 
menurut korban 
diketahui kuasa hukum, 
tetapi ternyata menurut 
Bpk. Kadi tidak 
diketahuinya selaku 
kuasa hukum. 
 Bertemu 
dengan 
korban, dan 
memberi 
penguatan 
agar bisa 
berbicara 
terbuka. 
3 30 Juli 07 Korban datang ke SPEK-
HAM. Dilakukan 
konseling dan ditanyakan 
kembali pada korban 
 Bertemu Bpk. 
Kadi untuk 
membicaraka
n langkah-
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soal informasi yang 
diperoleh dari Bpk.Kadi. 
korban takut bertemu 
dengan Bpk. Kadi karena 
dulu pernah konsultasi 
dengan pihak lain, dan 
menurut korban Bpk. 
Kadi selalu menyalahkan 
korban. Tetapi korban 
sudah tegas untuk tetap 
melanjutkan kasus ini ke 
Kepolisan (tidak lewat 
jalan damai). SPEK-HAM 
menguatkan korban 
dengan mengatakan 
bahwa jika korban tidak 
bersalah harus tetap 
berani, dan jika ini murni 
kasus perkosaan maka 
tindak pidana murni. 
langkah ke 
depan. 
4  4 Agust 07 Bersama korban ke kantor 
Bpk. Kadi untuk menanyakan 
tentang kelanjutan 
hubungan antara klien 
dengan lawyer. Bpk. Kadi 
tidak bersedia lagi menjadi 
kuasa hukum karena merasa 
sudah tidak dipercayai lagi 
oleh klien. Namun tetap 
bersedia menjadi saksi jika 
diperlukan untuk 
penyidikan. Korban akan 
menyelesaikan hubungan 
dengan Bpk. Kadi besok 
selasa atau rabu. Bpk. Kadi 
memberikan masukan untuk 
menekan pihak penyidik 
agar segera memproses 
perkara dan mengadili 
 Konselor 
perlu 
konsultasi 
dengan divisi 
advokasi atau 
lawyer SPEK-
HAM. 
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sensitivitas dalam 
kebenaran. 
5 10 Agust 07 Korban SMS pada 
konselor, memberitahu 
bahwa SP3 sudah 
diturunkan. Penyidik 
memberikan alasan 
tentang keterangan saksi 
(keponakan korban) yang 
menguatkan bahwa 
danya hubungan suka 
sama sukan antara 
korban dengan 
tersangka. Korban 
mengatakan bahwa 
keterangan tersebut 
tidak benar. 
 Home visit ke 
korban. 
Menggali 
keteranagn 
dari saksi 
(keponakan 
korban). 
6 11 Agust 07 Bertemu dengan korban 
dan saksi (keponakan 
korban). Keponakan 
korban mengaku bahwa 
keterangan yang 
diberikan kepada 
penyidik adalah palsu 
karena atas suruhan 
tersangka yang berjanji 
akan memberikan 
imbalan sebesar 6 juta. 
Saksi menyesal dan 
berkeinginan untuk 
mencabut 
keterangannya 
dihadapan polisi. 
Pencabutan sebaiknya 
dengan surat pernyataan 
pencabutan keterangan. 
 Ke Polres 
Karanganyar 
untuk 
mencabut 
keterangan. 
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7 14 Agust 07 Ke Polres karanganyar, 
menemui Kasat Reskrim 
tetapi yang 
bersangkutan tidak ada 
karena ada acara diluar 
kota. Akhirnya menemui 
penyidik (Bpk. Ronal) 
dengan menyampaikan 
surat pencabutan 
keterangan saksi.  
Penyidik 
bersedia 
menerima 
pencabutan 
keterangan 
saksi, tetapi 
belum 
bersedia 
memproses 
guna 
kelanjutan 
penyidikan, 
dengan 
penjelasan 
bahwa 
keterangan 
tersebut 
adalah urusan 
saksi dengan 
tersangka 
Konsultasi 
dengan 
Lawyer SPEK-
HAM 
8 22 Agust 07 Korban konsultasi 
dengan Lawyer SPEK-
HAM. Digali keterangan-
keterangan dari korban. 
 Lawyer ingin 
berkoordinasi 
dengan 
konselor dan 
divisi advokasi 
untuk 
kelanjutan 
penanganan 
kasus. 
9 6 Sept 07 SPEK-HAM membuat 
surat desakan pada 
Polres untuk 
menindaklanjuti 
penyidikan. Tembusan 
kepada Polwil, Polda, 
Ombudsman. 
  
 ci 
10 19 Sept 07 Bertemu Kasat Reskrim 
penyidik guna 
menjelaskan lanjutan 
kasus. Kasus dinyatakan 
tidak dapat dilanjutkan 
Karena secara hukum, 
barang bukti tidak 
mendukung (TKP, Visum 
et Repertum, Saksi). Surat 
pencabutan keterangan 
dari saksi (keponakan 
korban) tidak bisa 
diproses untuk digunakan 
sebagai barang bukti baru 
dengan alasan isi surat 
tidak menjelaskan kasus, 
tetapi komplain saksi 
terhadap tersangka. 
  
 Sumber : SPEK-HAM 
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Pendampingan yang dilakukan oleh pendamping secara intensif, 
membuat pendamping merasakan secara tidak langsung dampak-dampak 
yang dialami oleh korban. Dampak yang dialami korban perkosaan secara fisik, 
psikologis atau emosional, seksual maupun secara ekonomi. 
a. Dampak secara fisik 
Dampak ini merupakan dampak yang paling kelihatan setelah 
terjadinya kekerasan fisik dan juga dapat disebut sebagai dampak jangka 
pendek karena akan tampak atau terasa sesaat setelah kejadian hingga 
beberapa hari. 
Reaksi fisik yang muncul akibat dari perkosaan berbeda-beda, 
misalnya adanya rasa mual, sakit di sekitar perut, rasa sakit disekitar 
vagina. Gejala-gejala fisik bisa jadi merupakan cerminan dari kondisi 
kejiwaan korban dan biasanya gejala yang muncul adalah mual-mual, sakit 
kepala, maag, alergi, jantung berdebar, sesak nafas, tekanan darah tidak 
stabil. 
Dampak secara fisik yang dapat dirasakan dalam jangka waktu yang 
panjang juga timbul akibat perkosaan, antar lain: 
1) Mata menjadi kabur akibat dipukul; 
2) Sering mengalami pusing karena ditempeleng, dipukul dengan tangan 
kosong atau dihantam ke tembok; 
3) Kehilangan keperawanan; dan 
4) Dan bentuk kecacatan yang lain. 
b. Dampak secara psikologis atau emosional 
Dampak ini merupakan dampak kekerasan yang selalu dirasakan 
oloh korban, kerena berbagai bentuk kekerasan pasti akan berpengaruh 
terhadap kondisi psikologis atau emosional korban. Dampak ini berakibat 
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dalam jangka waktu yang panjang. Hal ini juga tergantung pada beberapa 
hal, seperti kepribadian korban, persepsi korban terhadap kekerasan dalam 
perkosaan, serta respon lingkungan sekitar dalam memberikan dukungan 
kepada korban. 
Korban perkosaan dapat mengalami suatu kondisi sebagai akibat 
dari kekerasan dalam perkosaan tersebut. Kondisi emosional jangka 
pendek yang terjadi antara lain : 
1) Adanya perasaan bersalah (self blame) 
Masyarakat  seringkali menyalahkan korban berkaitan dengan 
perkosaan yang menimpa dirinya. Sering terdengar kata “salah sendiri 
keluar malam”, “salah sendiri pakai baju ketat”.  Kata-kata tersebut yang 
membuat korban merasa menyalahkan dirinya. Banyak juga orang-
orang sekitar korban yang tidak memberikan dukungan tetapi malah 
menyalahkan dengan menyebut sebagai pembawa sial, penyebab aib 
keluarga. Hal tersebut membuat korban semakin menyalahkan dirinya 
sendiri. 
2) Merasa tidak berdaya (Powerless) 
Perasaan tidak ada harapan yang lebih baik bagi diri korban untuk masa 
depan. Korban perkosaan merasa dirinya sudah tidak berarti atau tidak 
berharga lagi karena selaput daranya rusak, dan merasa tidak akan 
mendapat pasangan hidup di kemudian hari. 
3) Kemarahan yang mendalam 
Korban merasa sakit hati, terhina dan direndahkan dengan perkosaan 
yang dialaminya. Kemarahan ini seringkali diwujudkan dalam bentik 
tangisan. Dalam hal ini, bila korban menangis tidak perlu dihambat atau 
dihalangi, karena ini akan sangat membantu mengekspresikan 
kemarahannya. 
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4) Adanya perasaan malu 
Perempuan korban perkosaan biasayan merasa malu dengan persoalan 
yang menimpanya. Persoalan tersebut seringkali diekspresikan dalam 
bentu menutup diri dari lingkungan. 
5) Korban juga sering merasa cemas dan mengalami gangguan tidur atau 
sulit tidur (insomnia). 
Selain kondisi emosional khas jangka pendek, korban juga 
mengalami kondisi emosional jangka panjang. Hal ini dapat terjadi jika 
setelah terjadinya perkosaan, korban tidak segera mendapat perlakuan 
yang tepat, atau malah ada perlakuan yang salah pada korban setelah 
terjadinya perkosaan. Kondisi tersebut dapat dilihat dari adanya perasaan 
rendah diri, anti social, adanya gangguan kejiwaan dan ketakutan terhadap 
sesuatu. 
Pada dasarnya, ada tiga kategori gejala stress pasca trauma yang 
biasa dialami oleh korban perkosaan dan perkosaan fisik, yaitu : 
1) Kondisi emosional yang labil 
Korban tiba-tiba marah, menyerang, merusak barang-barang, dll. 
Namun kadang emosi korban turun dengan ditandai dengan korban 
depresi, merasa sedih, menangis, dsb. 
2) Adanya kekacauan kognitif 
Hal ini ditandai dengan pikiran yang dipenuhi kilas balik terhadap 
peristiwa, atau mimpi buruk. 
3) Kondisi emosi yang dingin, merasa tidak mempunyai harapan dan 
keinginan, merasa sendiri, tidak berguna atau sudah mati rasa (Dwi 
Indah, 2006:63). 
c. Dampak secara seksual 
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Korban perkosaan mengalami dampak seksual yang sangat parah. 
Dalam kasus perkosaan dan persetubuhan dampak yang terjadi adalah 
gangguan kesehatan reproduksi, seperti kerusakan selaput dara, infeksi 
pada organ reproduksi, terjadinya kehamilan yang tidak dikehendaki, dan 
dampak seksual yang lain. Kondisi yang dirasakan oleh korban adalah 
adanya rasa perih atau sakit saat buang air kecil, rasa nyeri di perut bagian 
bawah, dan pendarahan. 
d. Dampak secara ekonomi 
Perkosaan yang menimpa korban dapat berpengaruh terhadap 
kondisi ekonomi, misalnya pelaku melakukan perkosaan pada korban di 
tempat kerja korban, sehingga korban di PHK atau terpaksa mengundurkan 
diri dari pekerjaan karena malu. 
Dampak yang terjadi, baik secara fisik, seksual maupun ekonomi tentu 
juga akan berpengaruh secara psikologis dan akan tampak dari perilaku, sikap 
dan respon terhadap sesuatu.Seorang korban perkosaan sangat 
membutuhkan pendampingan atau layanan. “Yang dimaksud dengan 
pendampingan atau layanan bagi korban perkosaan disini adalah suatu 
kegiatan untuk membantu perempuan dan anak yang menjadi korban 
perkosaan agar mereka mampu mengatasi persoalan yang muncul sebagai 
dampak kekerasan yang dialami” (Dwi Indah, 2006:65). 
Dalam kasus perkosaan dimana SPEK-HAM melakukan pendampingan 
yang intensif, terdapat kendala dalam pembuktian kasus perkosaan, antara 
lain: 
a. Masalah keutuhan barang bukti 
Seorang korban perkosaan setelah kejadian yang memalukan 
tersebut umumnya akan merasa jijik dan segera mandi atau mencuci 
dirinya bersih-bersih. Seprei yang mengandung bercak sperma atau darah 
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seringkali telah dicuci dan diganti dengan seprei yang baru sebelum 
penyidik tiba di TKP. Lantai yang mungkin mengandung benda bukti telah 
disapu dan dipel terlebih dahulu agar "rapi" kelihatannya bila polisi datang. 
Ketika korban akan dibawa ke dokter untuk diperiksa dan berobat 
seringkali ia mandi dan/atau mengganti pakaiannya terlebih dahulu dengan 
yang baru dan bersih. Hal-hal semacam ini tanpa disadari akan 
menyebabkan hilangnya banyak benda bukti seperti cairan/bercak sperma, 
rambut pelaku, darah pelaku dsb yang diperlukan untuk pembuktian di 
pengadilan. Adanya kelambatan korban untuk melapor ke polisi karena 
perasaan malu dan ragu-ragu juga menyebabkan hilangnya benda bukti 
karena berlalunya waktu. 
b. Masalah teknis pengumpulan barang bukti 
Pengolahan TKP dan tehnik pengambilan barang bukti merupakan 
hal amat mempengaruhi pengambilan kesimpulan. Pada suatu kejadian 
perkosaan dan kejahatan seksual lainnya penyidik mencari sebanyak 
mungkin alat bukti yang mungkin ditinggalkan di TKP seperti adanya sidik 
jari, rambut, bercak sperma pada lantai, seprei atau kertas tissue di tempat 
sampah dsb. Tidak dilakukannya pencarian benda bukti, baik akibat 
kurangnya pengetahuan, kurang pengalaman atau kecerobohan, dapat 
mengakibatkan hilangnya banyak data yang penting untuk pengungkanan 
kasus.  
Pada pemeriksaan terhadap tubuh korban cara pengambilan sampel 
usapan vagina yang salah juga dapat menyebabkan hasil negatif palsu. 
Pada persetubuhan dengan melalui anus (sodomi) pengambilan bahan 
usapan dengan kapas lidi bukan dilakukan dengan mencolokkan lidi ke 
dalam liang anus saja tetapi harus dilakukan juga pada sela-sela lipatan 
anus, karena pada pengambilan yang pertama yang akan didapatkan 
umumnya adalah tinja dan bukan sperma”. Adanya bercak sperma pada 
kulit, bulu kemaluan korban yang menggumpal atau pakaian korban, 
adanya rambut pada sekitar bulu kemaluan korban, adanya bercak darah 
atau epitel kulit pada kuku jari (jika korban sempat mencakar pelaku) 
 cvii 
adalah hal-hal yang tak boleh dilewatkan pada pemeriksaan (Idries A, 1997 
:57). 
c. Masalah teknis pemeriksaan forensik dan laboratorium 
Kemampuan pemeriksaan pusat pelayanan perkosaan berbeda-
beda dari satu tempat ke tempat lainnya. Suatu klinik yang tidak 
melakukan pemeriksaan sperma sama sekali tentu tak dapat membedakan 
antara robekan selaput dara atau robekan akibat benda tumpul pada 
masturbasi. Klinik yang hanya melakukan pemeriksaan sperma langsung 
saja tentu tak dapat membedakan tidak adanya persetubuhan dengan 
persetubuhan dengan ejakulasi dari orang yang tak memiliki sel sperma. 
Pemeriksaan pada kasus perkosaan untuk pencarian pelaku 
dilakukan dengan melakukan pemeriksaan pada bahan rambut atau bercak 
cairan sperma, bercak/cairan darah atau kerokan kuku. Pemeriksaan yang 
dilakukan diantaranya adalah pemeriksaan pola permukaaan luar (kutikula) 
rambut, pemeriksaan golongan darah dan pemeriksaan sidik DNA. 
Pemeriksaan sidik DNA yang dilakukan pada bahan yang berasal dari 
usapan vagina korban bukan saja dapat mengungkapkan pelaku perkosaan 
secara pasti, tetapi juga dapat mendeteksi jumlah pelaku pada kasus 
perkosaan dengan banyak pelaku. Pemeriksaan golongan darah dan sidik 
DNA atas bahan kerokan kuku (jika korban sempat mencakar) juga dapat 
digunakan untuk mencari pelakunya (Idries A, 1997 :58). 
d. Masalah pengetahuan dokter pemeriksa 
Pada saat ini akibat kelangkaan dokter forensik, maka kasus 
perkosaan dan kejahatan seksual lainnya ditangani oleh dokter kebidanan 
atau bahkan dokter umum. Sebagai dokter klinik yang tugasnya terutama 
mengobati orang sakit, maka biasanya yang menjadi prioritas utama adalah 
mengobati korban. Ketidaktahuan mengenai prinsip-prinsip pengumpulan 
benda bukti dan cara pemeriksaannya membuat banyak bukti penting 
terlewatkan dan tak terdeteksi selama pemeriksaan. 
Umumnya dokter kebidanan hanya memeriksa ada tidaknya luka di 
sekitar kemaluan, karena merasa hanya daerah inilah bidang keahliannya, 
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sehingga tanda kekerasan didaerah lainnya tidak terdeteksi. Pemeriksaan 
toksikologi atas bahan darah atau urin untuk mendeteksi kekerasan berupa 
membuat korban pingsan atau tidak berdaya dengan obat-obatan 
umumnya tak pernah dilakukan. 
Pemeriksaan ada tidaknya cairan sperma biasanya hanya dilakukan 
dengan pemeriksaan langsung saja, sehingga adanya cairan sperma tanpa 
sperma tak mungkin dideteksi. Pemeriksaan kearah pembuktian pelaku 
sejauh ini boleh dikatakan tak pernah dilakukan karena masih dianggap 
bukan kewajiban dokter. Dengan demikian selama ini dasar dari tuduhan 
terhadap pelaku perkosaan umumnya adalah hanya dari kesaksian korban 
dan pengakuan tersangka saja, padahal kedua alat bukti ini seringkali sulit 
dipercaya karena sifatnya yang subyektif. 
e. Masalah pengetahuan aparat penegak hukum 
Aparat tidak sensitif gender ketika memeriksa korban (mencari 
keterangan), memojokkan korban menganggap korban juga mau, 
menyalahkan korban. Polisi seringkali mengkonfrontir keterangan dari 
korban dan pelaku dalam waktu dan tempat yang sama guna memperoleh 
kesesuaian keterangan, hal ini menyebabkan korban secara psikologis 
tertekan karena takut kepada pelaku (harus bertemu langsung). 
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BAB IV 
PENUTUP 
A. Simpulan 
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan dan 
dijelaskan oleh Penulis di atas, maka penulis dapat menarik simpulan bahwa: 
1. Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perkosaan dalam 
perundang-undangan di Indonesia diatur di dalam:  
a.  Undang-undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (UUPA). 
Bagi anak yang menjadi korban perkosaan, di dalam UUPA memuat 
ketentuan-ketentuan mengenai perlindungan terhadap anak. Peran 
pemerintah sangat berpengaruh dalam upaya perlindungan terhadap anak, 
seperti membetuk sebuah Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) 
yang tugas dan wawenangnya telah diatur di dalam Pasal 75 dengan harapan 
dapat melindungi anak yang menjadi korban perkosaan. Selain membentuk 
KPAI, pemerintah juga memberikan Perlindungan Khusus bagi anak yang 
termuat di dalam Pasal 64 UUPA. Dengan demikian, UUPA telah memuat 
ketentuan-ketentuan mengenai perlindungan terhadap korban perkosaan.  
b. Undang-undang No.23 Tahun 2004 Tentang penghapusan Kekerasan dalam 
Rumah Tangga (UUPKDRT). 
Di dalam lingkungan rumah tangga, ternyata dapat pula terjadi suatu 
tindak pidana perkosaan (marital rape). UUPKDRT telah menjelaskan 
apakah kekerasan dalam rumah tangga itu sendiri dan siapa sajakah yang 
dapat menjadi  korban sehingga UUPKDRT berlaku bagi korban tersebut. 
Salah satu kekerasan tersebut adalah kekerasan seksual yang berkaitan erat 
dengan perkosaan. Kekerasan seksual di dalam UUPKDRT diatur sebagai 
suatu delik aduan (Pasal 53), yang menjadi keunggulan dari UUPKDRT itu 
sendiri, karena hanya dengan aduan dari korban saja kekerasan tersebut 
dapat ditindak lanjuti, sehingga pihak yang berwajib dapat terjun melakukan 
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penyelidikan ke dalam rumah tangga tersebut. Perlindungan terhadap 
korban telah diatur di dalam BAB VI yang terdiri dari 22 pasal yaitu Pasal 
16 sampai Pasal 38. Jadi, dengan adanya BAB VI Tentang Perlindungan 
maka UUPKDRT secara tertulis telah melindungi korban tindak pidana 
perkosaan yang terjadi di lingkungan rumah tangga. Untuk pelaku dari 
kekerasan di dalam rumah tangga, diatur di dalam Pasal 46 dengan pidana 
penjara paling lama 12 tahun dan denda paling banyak Rp.36.000.000,00. 
2. Bentuk dan pelaksanaan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana 
perkosaan yaitu perlindungan aktif represif dimana perlindungan tersebut 
berkaitan dengan upaya pemenuhan hak-hak korban berupa tuntutan kepada 
pemerintah atau penegak hukum terhadap pengaturan maupun kebijaksanaan 
yang telah diterapkan kepada korban yang dipandang merugikan yang 
diberikan oleh SPEK-HAM. Dapat pula dikatakan bahwa korban mendapat 
Pendampingan secara intensif oleh SPEK-HAM baik dari awal proses 
pengaduan, Proses pendamping untuk pemenuhan kebutuhan korban, dan 
Pendampingan berlanjut sehingga korban merasa ada yang peduli dengan apa 
yang dialaminya. Bentuk pendampingan atau layanan yang dilakukan adalah : 
a. Layanan medis; 
b. Layanan psikologis; dan  
c. Pendampingan hukum. 
Walaupun sudah dilakukan adanya pendampingan secara intensif, masih 
terdapat pula hambatan-hambatan proses pembuktian kasus perkosaan. 
 
B. Saran 
1. Bahwa perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perkosaan di dalam 
peraturan perundang-undangan yang ada selama ini belum memenuhi, 
sehingga di dalam KUHP yang sudah dirancang UU KUHP sebaiknya 
dirumuskan tentang perlindungan bagi korban perkosaan, misalnya ganti rugi 
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atau upaya rehabilitasi, sehingga korban merasa dilindungi dengan adanya 
undang-undang tersebut. 
2. Bentuk dan pelaksanaan perlindungan terhadap koban perkosaan selama ini 
kurang efektif. Oleh karena itu peran pemerintah dalam perlindungan hukum 
terhadap korban perkosaan dalam kenyatannya masih kurang, walaupun di 
dalam peraturan perundang-undangan yang ada telah disebutkan peran 
pemerintah yang harus dilaksanakan. Perlindungan hukumnya justru lebih 
banyak dilakukan oleh sebuah LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) yang 
notabene berdasarkan Anggaran Dasar dan Rumah Tangga saja, seperti SPEK-
HAM. Sebaiknya peranan pemerintah harus dilaksanakan lebih intensif 
berbarengan atau bekerjasama dengan LSM sehingga korban tindak pidana 
perkosaan benar-benar merasa terlindungi. 
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